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WALIKOTA METRO

PROVINEI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ‘| TAHUN 2021

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang ; &

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

WALIKOTA METRO,

bahwa kepiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakal
harus terus berlangsung secara aman dengan cam penerapan
adaplasi kebinsaan batru dalam pencegahan dan pengendalian
Corona Vires Disease 2019,

hahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru
tlalam pencegahan dan pengendalian Corona Virns Disecse 2019
di - Kola Metro, diperlukan  upaya yang  terpadu dalam
peningkatan  leesadaran masvaraleat, penanganan kerentanan
sosial, dan kerentanan elonomi di daerah dengan melibatkan
prran aldif masvarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 152 avat (1) Undang Undang Nomor
36 Tahun 2009 lentang Kesehalan, Pemerintah  Daergh
bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan  penvakit menular  serta  akibal  yang
dititnbulkannya;

Dahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membenluk
Feraturan Daerah lentang Adaptasi Kebiasaan Tlaru Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corone VWrnis Disease 2019;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Republik Tndonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wahah Penyalct
Menular (Lembaran Negara Repuhlik Tndonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3273);
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Undang-tndang Nomor 12 Tahun 19949 tentang Pembeniukan
kabupaten Duali I Way Kanan, Kabupalen Dati 17 Lammpung
Titnur dan Kolamadya Dati 11 Metro (Lembuaran Negara Republile
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara
Eepublik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Heneana [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomer 66, Tambahan Tetnbaran Negara Hepublik Indoncsia
Nomeor 4723);

Undang-Tindang Nomor 36 Tahun 2009 tenta ng HKeschatan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 1,
Tambahan Lembaran Negara Republil Tndonesia Nomor 5063);

Undang Undang Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembeniukan
Pernturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Fepublil Indonesian Nomor 5234) sebagaimans telah diubah
dengan Undang-Undang Womnor 15 Tahun 2019 [T.ermbaran
Negara Hepublik Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6398);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tenlang Pemerintahar
Daersh [Lembaran Negara Republilk Indonesiz Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5587 sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Temburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kelkarantinaan
Keschatan (Lemburan Negara Republik Tndonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Temburan Megara Republilk Tndonesia
Nomor 6236);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 40 Tabun 1991 1enlang
Penanggulangan Wabush Penvakil Menular [Lembarsn Megara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Momor 34417);

Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Saluan
Polist I'among Praja (Lembaran Negara Republile Tndonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republilc
[ndonesia Nomor 6205,

- Peraluran  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2020 rentang

Pembuatasan Sosial Berskala Desar Dalam Rangle Percepalan
Penanganan Covid- 19 [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 6487):



jdih.metrokota.go.id

12, Pergturan  Presidenn Nomor 17 Tahun 20118 tenlang
Penyelenggaraan  enanggulangan Bencana Dalam  Keadasan
Tertentu (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2018
Nomaor 34);

13, Peraluran Menteri Nalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hulkum Daerah [Berita Negara Repubtik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagnimana telah diuhah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 120 Tahun 2018
[Merita Negara Republik Indonesia Tahuen 2018 Nomor 157);

11. Peraluran Menteri Dalam Negeri Notmor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan  Penanganan  Cororge Virus Tisesse 2010 di
Lingkungan Pemerintah  Thaerah  [Berita Neparan  Hepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 244);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Namor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman DPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam BEangka
Percepalan Penanganan Corona Vinis Disease 2019 (COVID 143
{Ilerila Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3265;

1. Peraluran Menteri Keschatan Nomor 949/ Menkes/ Per/ 2004
lentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
[KLB);

17. Peraturan Dacrah Kola Metro Nomor | Tanhun 20105 Lentang
Penanggulangan Nencana [Lembaran Dacrah Kota, Metro Tahun
20113 Nomor 1, Tambahan Lembuaran Daerah Kota Metro
Nomor 1);

18, Peraluran [daerah Kotda Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan  Penyvakil  Menular  dan Tidak  Menuolar
[Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 ¥omor 9, Tambahan
Lembaran Dacrah Koly Motro Nomor 9);

19}, Peraluruan Daerah Kola Metro Nomor 24 Tabun 2016 tentang
Pembenlukon dan Susunan Perangla: Daerah Kot Metro
|[Lembaran  Daerah Kola Metrn Tahun 20016 Nomor 24,
Tamhahan Lembaran  Dacrah Kola  Motro Nomor 2
schagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Kota Merio
Nomaor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019
Namor 9, Tambahan Lembaran Maerah Kota Metro Nomor 9

Dengan persetujuoan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
DAN
WALIKOTA METRC

MEMUTUSHAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI HEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019.
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BAE I
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan -

|
8

E..'I

L.

13.
14

Daerah adalal Kota Metro,

Pemerintah Daerah adalah Walikota schagai  unsur  penvelengeara
Pernerintahan Dacrah yang memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom,

Walilcota adalal Walileota Meiro.

Ferangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwaldlan
Falyat Daerah dolam penvelengearaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Maerah.

Kepolisian adalah Kepolisian Neguars kepublils Indonesia,

Tentara Masional Indonesia yang selanjilnva disingkal TNl adalah Tentara
Nasionul Hepublik Indonesia,

Saluan I'olisi Panong Praja vang selanjulnva disinglat Satpol PP adalah
Saluan Polisi Pamong I'raja Kota Mot

Penyidile Pegawai Negeri Sipil vang selanjulnva dizingkal PPNS adalah Pegawai
Negeri Sipil Kota Metro yang diberi tugas melalonlan penyidikan lerhadanp
pelanggarun aras ketentuan Persturan Dacrah  sesuai dengan  kelentuan
peraluran perundang-undaigan.

Corona Virus Thsease 2019 yang selanjutnya  disinglat COVID-1% adalah
penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acite Respiratory
Synifrome Virus Corona 2 vang telah menjadi pandemi global berdasarlean
perictapan dar Organisasi Keschatan Dunia ( World Health Crrggrnibzaiion) dan
ditctapkan  sebagal bencana non alam nasional berdasarkan keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan  Bencana NWon Alam
Fenvebaran Corona Vires Disease 2019 [COVID 149 Sebagal Beneana Nasional.

Adaptasi Kebiasaan Raru  adalah penvelengearaan  aloivitay  sehari hari
mnencakup  sosial, budaya dan ekonomi masvarakal dalam  menduly g
masyarakal prodoktif dan aman COVT-14,

Fencegahan dan pengendaliun GOV 19 adalah sefala bentuk upaya vang
dilakukan oleh pemeriniah ducrah, dan masyarakal untuk menghindar atan
Mmengurangi  risiko, masalah, dan menangeulangi dampals huruk  aldhat
COVID-1% wang ditujulan untuk melindungi masvaraleat dari penularan
COVID- 14, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunis, serla
uniuk mengurang dampak sosizl dan ekonomi akibat COVER] O,

Seludn  Tugas Penanganan  COVIN-19  Daersh adalah Salusn Tugas
Penanganan Cerona Virus Misease 2019 [(COVID-19) Kota Metro vang dibenmmk
utiluk mempercepat penangansan COVITD- 19 di Kota Melro,

Panderni adalah wabah penyakil vang menjanglkiti banvak negara di dunia.

Wabah  adalah  kejadian  berjungkirnya  suatu  penyakit menular  dalam
masyarskat yang jumlah pendetitanya meningkat secara nvats melebibi dard
keadaan  vang  lazim  pads wakiu dan daerah tertenie, serta dapat
menimbulkan  malapetaka vang disebablan oleh  virus, hakieri 1AL L
hewan.
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Kesehalan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganva dalam keadaan
yvang stabil sehinggs memungkinkan untuk hidup produletif secara sosial dan
cleomomi,

Protokal  keschatan adalah  langka-langkah dan tata cara PENANgEAnan
kesehatan dalam mencegah dan mengendalilkan pandemi (30VID-1 4,

Sosial Budava adalab (owalitas nilai yang lercenmin dalam lala sosial dan tals
laku manusia vang diimplementasikan dalam  kehidupan berbangsa dan
hernegara.

Elkemomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalsm aktivitas manusis vang
herkaitan dengan kegiatan,/ usaha untuk memenuhi kehyighan hidup.

Perilakn Kesehaton adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan YANE
berhubungan  dengan  pemeliharaan keschatan, pemulihan  kesehatan,
peningkalan keschatan,

Perilaln Hidup Bersih dan Schat adalah semuas perilaki keschatar vang
dilakulan  karena  lesadaran  pribadi  sehingga  keluarsa dan scluruh
anggotanya, mampu menolong difd senditi pada bidang keschatan  serta
merniliki peran aktif dalam akiiftas masvarakal.

Tenaga kesehalun adalah setiap orang vang mengabdikan diri dalam hidang
keschatan  serte memiliki  pengetahuan dan fatau keterampilan  melalyi
pendidikan  dibidang  kesehalan vang unluk jenis fertentu memerlukan
kewenangan untuk melalktukan upava kesehatarn,

Fasilitas pelayansn kesehatan adalah suatu alat danfatan lempat VANE
digunakan untuk menyelenggarakan upava pelayanan  keschatan, baik
promotif, preventif, kuratil maupun  rehabilitatit vang  dilakulean  oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dangatan masyarolat.

Setiap  Orang adalah orang perscorangan  aluu badan  usaha,  baik VANE
berhentuk badan hulum maupun tidak,

Pescrta didik adalah anggola masyarakat vang berusaha mengembanglan
potensi diri melalul proses pembelajaran yang tersedia pada jatfur, jenjong, dan
jenis pendidikan terteni,

Tenaga kependidikan adalab anggota masvarakal vang mengabdikan dini dan
dismgkat uniuk menunjang penvelengearaan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan vang berkualifileas sebmapal guru, dosen,
konsclor, pamong  belajar, widyaiswara, tator, instrultur, fasilitator dan
gebutun lain vang sesual dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelengearakan pendidikan.

Saluan pendidikan adalah saluan pendidikan yong menjadi kewenangan
Femerintah Daerah,

Repemudaan adalah berbagai hal vang berkaitan dengan potensi, tangEung
Jawab, halt, karakler, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita cira pernuda,

kKeolahragaan adalah segala aspek yvung herkaitan dengan olahraga vang
memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengeinbangan
dan pengawasan.

Wisaty adalah kegiatan perjalunan yang dilakukan oleh SUBCOTANE  alau
sekelompok orang  dengan  mengunjung  lempat  terteniy  untulk rjuan
refreasi, pengembangan pribadi atau mempelajard keunikan dava tarik wisata
vang dikunjungi dalam jungka wakiu sementara,
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3l. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dun didukung bertkigai
fasilitas serla layanan yang discdialem oleh masvarakat, perigusaha dan
Pemetintah [daerah,

2. Penvelenggaraan Pemerinlahan adalah pelaksanuun dari suaty lembaga vang
memilili tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut
diberilin kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinas
pemerintahan scrta pembangunan masvarakal dan berhagai lembaga dimana
rnerela di tempatkan,

BAR 1
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengatiran Adaprasi Kebiasaan Baru dalam  Pencegahan  dan Pengendalian
COVITN- |9 berasaskan

a. perikemanusiaan:

h.  rmuanfaat;

. keadilan;

d.  perlindurngan;

¢. kepastian hulnam;

i keterpad wan;

£. kKesadaran hukum;

h.  parisipasi masyarakan dan
I.  kelerbukaan.

Pazal 3

Peraturan  Dacrah  ini  dimaksudkan  sebagad  pedeman  untuk mengatiir
penyelenggoraan Adaptasi Kebiasaan Daru  dalam rangka  Pencegalian  dan
Pengendalian COVIID-19 vang manfaar atan dampak negatifnya f dacrah dan
pengriunaan sumber davanya lehih efisien dilakukan oleh Pemeriniah Dacoah,

Pazal 4

Peraturan Daerah ind bertijuan unluk

A, melindung masyarakal dard COVIDOO danfartau faloor risiko keschatan
masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan  kedariralan keschatan
magyruralot;

b, melindungi masyarakar dad dampak COVID-19;

¢ mewujudian kesadaran bersama dalam rangka mencegsh dan mengendalikan
penularan COVID-19 dengan melibatkan peran aktil masyarakar; dan At

d.  memberikun kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kehiasasn Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur Pemeriniab Dacrah,
penangEing jawab kegiatan fusaha don masvarakat,
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BAB IIT
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 5
Pererintalh  Duawerah  dalamn  pelaksansan Adaplasi  Kebiasaun Baru  dualam
Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 bertangpung jawab .
i@, melindungi kesehatan dan kearmnunan masvaralest dari COVID 197

bo - melindungi masyarakat dari dampuak Pandemi COVID 149

¢. melakukan findakan peneegahan dan penniiusan rantai pentlaran COVIT- 14
dengan melibarkan peran alktil masyvaralear:

d. memberikun dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran
wabhah COVID-19 kepada masyarakal.

Pasal 6

(1} Pemerintah Daerah dalam penvelengparsan Ada plasi kebiasaan Daru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVITY- 19 berwenang ;
a.  melaksinakan upava terpadu pencegahan dan pengendalian penilardan
COWVI 19 di Daerah;

L. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosiad budayva masvaraloat
vang terdarmpale COVI-19: dan

¢, ieningkatkan pengetahvan, kesadaran dan peran  serta masyarakat
dalam penvelenggaraan Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID- 19,

(2] Talam rungka pelaksansun lkewenangan lemerintah Daerah sehmgaimana
dimubksud  pada ayat [1), Pemerinlah Dacrah  herkewsjiban Mmenerapkan
kebijakan Adaplasi Kebiasaan Daru dalam Pencepahuan dan Fengendalian
COVID- 19 di Daerah.

Pazal 7
Dalam mngla pelaksanaan kewenangan Pencegahan dan Pengendalian COVIN-19,
Permerinlah Dacralby |
A, melakukan sosialisasi, penvulubhan dan penvebarluasan infornmas pencegahan
dan pengendalian COVID 19:

b.  melakukin  pemeriksaan, pelacakan, isolasi  dan petEobatan terhadap
penderita;

v, melakukdan pengawasan perjulanan orang vang masuk ke dalam don keluar
dacrah terutlamas bagi ASN;

d.  melakukan disinfeksi, dekonlaminasi dan/alau deratisasi lerhuadap barang
dan/alau sarana rransporbasi

¢ mclakukan pemberion vaksinasi, profilaksis, rojukan, disinfeksi dan/atan
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan JFatau

£ melakukan upava lain vang diperlikan scsual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.
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(1]

(2]

Pasal 8
Sosialisasi, penyuluban dan penyetsnluasan informasi sehagaimana dirmaksod

dalam Pasal 7 ayat (1) buml a divgjukan uoluk memberikan cduokeasi
COVID-1%  pada masyarakat serta  meningkalkan pengetahuan dan
pemahaman masvarakar dalam rangka mewujudkan  kesadaran hersama

untulk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19,

Lalam melaksanakan sosialisasi, penyuluban dan peoyebarluasan informasi
sehagnimana dimaksud pada aval {1], Pemerintal Dacrah dapast membentuk
tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 vang ditetapkan
dengan Kepulusan Walilaola,

Bagian Hedua
Hak dan Hewsnjiban Masyarakat
Paszal 9

meliap vrang dalam penyelenggaraan Adaptasi Rebiasaan Baru dalam Pencegahan
tun Pengendalinn COVID-19 herhak :

N

(1]

2]

memperoleh perlakuan yang sama dalam upayva perlindungan keseharan dan
kesclanatan masyarakar dalam masa Pandemi COVID-19; dun

ikul serta dalan upava pencegahan dan pengendalian penulaman sndeomi
COVITY- 19 di Dacrah.
Pasal 10

zeliap vrang  dalam  penyelenggaraan  Adaptasi  Keblassan Baru  dalam
Peneegahan dan Pengendalian COVIT- 19 berkewajiban -

. meneraplkan perilakog hidup heraih dan schat dalam beralaivitas:
2. menjaga daya rahan tubash;

.  menerapkan  perilalu disiplin pada aktivitas  luar rumah  dengan
mclaksanalon protokol kesehatan vang meliputi ;

1. cuci tangan mengguinakan air dan sabun atau pencuci tangan
lainnya;

2. wajib menggunalean masker oJi uar fumah;
4. menjaga jarak fisik [physical distancing): dan,/alan
4. lidak berjabat tangan,

d.  menerapkan karsntina mandiri atau isolasi mandicd seclama 14 (empat
belas) harn atau sampai dengan kelusunya hasil pemerilsaan kesehatan
dari [asilitas keschatan bagi :

1. orang vang berdassrkan hasil pelacakan mempunysi kontak eraf
dengan kasus terlonfirmasi positit COVID-19;

4. orang vang lerkonfirmasi COVID-19, tetapi Llidak bergejala; dan/atan
3. orang yang memilile gejala rngan (suspect doan proboabie) .

Sctiap orang vang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurof ¢ anglka 2 dikenakan sanlksi administratit,
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(1)

[H

i)

(7]

¥

sankst administralil selapgaimana dimaksud padia ayvat (2] berupa :
A, bagl perorangan ;

L. tepuran lisan;

2. teguran tertulis,

3. kerja sosial dengan membersihkan fasilitasi urmnum,

1. denda administratil sebesas BEp, L00,000,00 [seratus ribu rupinhg;
dan /fataua

9. darya paksa polisional,

b. bagi penanggung jawalb kegialan/ usahia
l. rteguran lisan;

=

2. merguran tertulis;

3.  pembubaran kegiatan;

4 penghentian scmentara kegiaran;
3. prmbelouan sementara izing

B, pencabutin =in; dandatau
T

dendas admuinistratif Rp. 500.000,00 [lima ratus ribu rupiah).

Sanksi pelangparan bagl scbap orang vang tidak melaksanakan kewajiban
penerapan karanting mandin atau iselasi mandiri sebagaimana dimaksud
pada aval [1] hurul d berups dava palise polisional dilakukan dalan bentuk
penjempulan  paksa  pelanggar  oleh petugas  vang  berwenang  untulk
ditvmpatkan pada fasilitas karanting alau  isolasi yang difetapkan  oleh
Pernerinlab Dacrah,

Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimany dimaksud pada ayat (3)
hurul a angka 1 dan anglea 2 dan ayat [3) bural b angka 1 dan angka 2,
dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (lwjuh) hari kergja setelah
Peraturan Dacrah ini diundangkan,

Pada mmuasa  sosialisasi  sehagaimana dimaksud pada avat (D) petugas
memberikan masker secara cuma-cuma kepada masvaralkat vang ridak
mem:alsd maslier.

Kerja sosial dengan membersibkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud
pada ayal (3] hurul 4 angka 3 diberikan di lokasi tetjadinya pelanggaran paling
lama 2 jdua) jam dengan memakai alribul yang bertuliskan  *pelanggar
prrolokol kosehatan Covid 197,

Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayal (68) diberkan dengan ketentuan:

a.  pelanggaran 1 isalu| kall dikenakakan kerja sosial membersihkan fasilitas
umum di lokasi terjadinea pelanggaran selama 90 (scmbilan pulah)
menit; arail

b, pelanggaran beruling 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihlkan
tasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 {scratus dua
puluh| menit.
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(4]

(10K

1L)

[12]

13)

(14

[15)

BTN
1 163)

[17)

Nenda administratif sebagaimana dimaksud pada aval (3) huruf a angka 4

tliberikan dalam hal :

.  pelanggaran terap dilakolan eoleh pelanggar setelah pemberian sanksi
keria sosial schanyak 2 |dua) kali; atan

b, pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial,

Daya paksa polisional scbagaimana dimaksod pada avat (3) huruf a angka 3
dilakulkan dalom hal pelanggar tidak melalksanakan sanksi administratil kerja
sosial schagaimana dimabksod pada avat (3] bumf a angka 3 atau denda
admninistratil sebagpiman: dimaksod pada ayat (2} hurutf a angka 4,

Permmbubaran kegiatan scbhagaimana ditnaksud pada ayat [30 hurf b angka 3
diberilkean bersamaan dengan pengenaan denda adminiscratlil,

Penghenlian sementara keplatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) huamf b
angka 4 diberikan dalqon hal pelanggar tetap melakukan pelangzaran seielah
pembubaran kegistan dilakuban.

Pernbelkuan semenlata ben sebapaimans dimaksoad pada avat {3) hurut b
angka 5 dibetikan dalan hal pelanggar tetap melakulan pelanggaran selelah
penghentian sementara kepiatan dilaloulsn.

Peticabulan ian scbapaimana dimaksud pada ayet [3] hoaml b oangka 6
diberikan  dalam  hal  pelanpgar ietap melallokan  pelangoaran serelah
pembelolan sementlara izin dilakulan,

Denda adminisiralil sebagaimana dimaksud pada avat {3) hueat o angka 7
diberikan dalam hal pelangezran dilakukan setelah masa sosialisasi,

Denda administratil diselorkan kepada Kas Dacroh dalam waktu paling lama
2 %24 jam.,

Mokanisme pelaksanaan  sanksi  administratif  distur  dalam Peraturan
Walilota.

Pasal 11

Setiap  penanggung  jawab  kegimtan/usaha  dalam  penyelenggaraan  Adaplasi
Echinsann Bary dalam Pencepahan dan Pengendalian COVID- 19O ¢

.

wijibh  menerapkan  Adaplasi Kebiasaan Baru o dalam Pencegahan  dan
Pengendalian COVITI- 19 pada keglatan / usaba;

wajib mencrapkan perilaku  disiplin penerapan  protokol kesehatan dalam
melaksanakan kegiatan /usaha, vang meliputi

I, melskukan pembersihan dan disinfleksi lempat pelalesanaan leegiatan;

2, menvedialean tasilitas tempal cuci tangsan vang memadai dan mudah
diakoses;

3. melakukan pengecekan suhu badan bagi scluruh orang/ pengunjung
vang datong pada kegistan/lempal usahag;

+. mewsjibkan sctiap arang/ pengunjung/peserts kegiatan menggunakan
masker:

3. memasang media inlormasi vang berisi ketenmuan menjapga jarale fisile
[physical distancing), mencuc lungan palal sabun dengan air mengalir
dan sabun atau pencuci langan laimnva serta kedisiplinan menggunakan
tnasker;
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(L}

(L]

{2]

[1]

. melakukan pembiatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu] meler; dan

7. mencegah terjadinys Keruminan orang,

BAE IV
ADAPTASI KEEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
Bagian Hesgatu
Umum
Pasal 12

Penvelenggaraan  Adaptasi Kebiasaan  Haru o dalam Peneegahan fdan
VPenpendalian COVID-19  dilakuksn  olch  Pemerintah  Dacrab  dengan
mensinergikan  pemenuohan kebutvhan  kesehatan dan perlindungan
keamuanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pernulihan
kegintan sosial budaya dan perekonomian masyaralcat,

Penvelengoaraan  Adaptasi Kehiasaan  Baru dalam Pencegahan dan
I*enpendalian COVID 19 di Daerah antara lain -

A, aspek Keagamaonn;
k. aspek sosial hudayis;
. aspek elonomi; dan

. aspek penvelenggaraun pemerintahan dacrah.

Bagian Kedua
Aspek Keagamaan
Pasal 13

Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan  Adaptasi
Kehiasazsn Bari dalam Pencegaban dan Pengendalivsn COVIT-T9 pada aspele
keagamaan agar masvarakat dapal berihadah dengan aman dan sehat dalam
masa Pandemi.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan TBaru dalam Pencegahun dan Pengendalian

COVIT:-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

bertjuan untuk :

i, memastikan pemenuhan halk masyarakat untuk tetap melaksanakan
aktivitas ibadanh dengan  tetap  mengutamakan keselanatan dan
keamanan koschatan di masa Pandemi; dan

. menjaga tersclenggaranya peribadatan serta mendcesih penvebaran dan
penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan Keagamadn,

Pasal 14
Adapiasi Kebiasaan Baru dalamn Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
pada bidang keagamaan sebagaimana dimakesud dalan Pasal 13 meliputi .
g, pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumal ibadah scsual dengan
profolnl keschatan,

h. pelaksanaan kegiatan sosiad pada rumah ihadah dilslesanakan sesuai
denean protokol kesehatan:
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[2]

¢, sosialisasi dan penycharluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan

Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah ibadah;
dan

d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah daldm
rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Buru dalam l'eneegahan dan
Pengendalian SOVID-10.

Pernerintah Daerah dapar memfasilitasi penyediaan sarana dan prasaransa
vang diperlukan rumah ibadah schagaimana dimaksud pada ayat (L) hurat d
sesudi dengan kemampuan keunangan Daerah,

Pagal 15

Aduplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada
aspek keapgamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Fasal 14 dapal
mengact kepada fatwa, maklumat dan/atal ketentuan lain yang diterapkan oleh
Majelis Ulama.

[1]

(2]

[3]

Bagian Ketiga
Azpek Soszial Budaya
Paragraf 1
Umnm
Pasal 16

Pemerintah acralh menvelengoarakan  Aduaptasi  Kebiasaan Haru  dalan
Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 pada aspek sosial Tdaya dengan
mengutamakan lesclamatun dan kesehatan masvarskal guna mencegah
penularan Wabah di Daerah.

Pelalksanaan Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVIN-19 pada aspek sosial budaya sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulan melalui pembudavaan perilaku disiplin pada akiivitas luar nomah
dengan  melaksanakan  prolokol  kesehatan, menjagas kebersihan  din,
penegunaan  masker, kebissgan  mencucl  tangan, menjaga jarale dan
meningkatkan dava tahan tubul,

Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COWVID-19
pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada aval (1) antara Lain
meliputi hidang :

4. kesehatan;

. pendidikan;

. Repemudaan dan olahrags;

i.  pemherdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

e, sosial budaya lainnya.
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[£]

Paragraf 2
Bidang Kesehatan
Pazal 17

Pemerintah Daerah melalui perangkat dacrah vang menyelenggaralkan urusan
pernerintahan  di hidang  kesehatan, melakukan upava lerpadu dengan
pelibatan peran serta masyarakal untuk terlaksananya Adaplasi Kehiagaan
Dar dalam Pencesahan dun Pengendalian COVIT-19 pada bidang ke sehuatan
dalam rangka menjamin pemenuhan hak masvarakat dun tenaga keschatan
dalam masa Pandemi,

Pelaksanann Adaptasi Kebinsuan Baru dalam Pencegahan dan Uengendalian

COVID-1% pada bidang keschatan sebagaimana ditnaksud pada ayal (1)

bertujuan unfulk

a, meclakukan pemenvhan hak dasar masvarakar unmk mendapalkan
pelavanan kesehatan scliung masa Pandemi COVID-19;

b,  memberikan perlindungan pada tenaga keschatan dalam pelalosanaan
tugas dan lungsinya; dan

¢, meningkatkan kesehatan masvarakal selama masa Pandemi COVID- 10,

Pazal 18

Adaptasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalinn COWID-1%9
parda bidang keschatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melipati |

i, pelaksanaan protolol keschalan hagl pasicn, tonoga Kesehatan dan
Jjenasah COWVIR-19 di Dacrah,

b,  penvesuaian lavanan pada fasilicas pelayanan keschatan dalam masa
Pandemi COVID- 11

¢, peningkatan kualitas dan kuanlitas sumber days tenaga kesehatan yang
memaharmi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 idang kesehatan;

d.  pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan potugas yang menangani
pandemi COVI-19 pada [asililasi pelayanan keschatan atan insrirus
kesehalan,

e, penvediaan alat pelindung diri bagi tenaga keschalun dan petugas pada
lasilitasi pelaysnan kesehalan atau institusi kesehatan sesual standar
dan tingkat risike modis vang dilakukan, dalam rangka melindungi
lenaga kesehatan dan petugas dari penularan COWID-19;

[.  peningkatan pengetahuan  Kesehatan  tradisional  empiris dalam
penanganan COVID-19;

p.  sosialisasi, promosi keschalan, dan pemberdayviasn masyvarakal dalam
Pencegahan dan Pocngendalian COVIT-1%9 bidang kroschatan;

h. penvediaan saruns dan prasarana pada fasiliths pelayanan kesehatan
milik Pemerintah Dacrah alau swasta vang moendulung pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Bar dalam Pencegahan dan Pengendalian COWID- 19
biduang kesehatan; dan

i. pengelolaan sampah medis COVID-19,;

j- perlindungan hulum bagi tenaga kesehatan.
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(2] Penvodinan  sarana Jan  prasardand pada  [asilitas  pelavanan  lesehatan
sehagnimana dimaksud pada ayat (1] huruf h dilakulkan sesuai dengan
kemnam puan keuangan Dacrah,

Pasal 19

Perangkat  dacrab yvang menvelenggarakan  urusan pemerintahan  dibidang
eesehatan melakulan kerjasama dengan perangkat dacrab lainnya di daerah
dulam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaplasi kebinsaan Har
dalam Procegahan dan Pengendalian COVID-19 hidang Kesehatan berdasarkan
keteniian peraturan perundang-undangarn.

Pazal 20
(1]  Penvesuaian layanan pada Tasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandeim
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurul D dilakulian
ACTIEATI |
a.  menerapkan protokol kesehatan secara kelat dalam pelayanan konsultast
dan tindalean medis pada fasilitas pelavanan keschatan;

b, menyvediakan fasililas lempar cucl tungan vang memada dan rmdah
diakses;

¢, melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas
pelavanan kesehaian,

d.  mewajibkan pengunjung memalca masker,
memasang media inlormasi yang berisi kelentuan pelaksanaan protokal
kescharmn pada fasilitas pelayanan lesehalan;

. melalukan pernbatasan jarak tisik paling kurang 1 |satu) meter; dan

g mencegah terudinya Kerumunan orang.

(2} Penerapan protokol kesehatan sccara ketat dalam pelayanan konsulasi dan
tindakan medis pada fasilitas pelavanan keseharan sebagaimang dimaksud
pada ayat (1) hurul a dilalkukan scsual dengan  metentuan peraliran
perundang-undargan,

Pasal 21
1] Setiap penanggung jawab fasilitus pelavanan keschatan wijilh melalkukan
penveswaian  lavanan  pada  fasilitas  pelavanan  keschalan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian
COVID- 19,

(2] Setiup penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang lidak melakukan
penvesudian  lavanan  pada  fasilitas pelavanan keschatun  sebagaimana
dimalesud padia aval (1] dikenalan sanlksi administrarit berupa :

g, leguran lisan;

b leguran tertulis; danfatau
¢, pembekuan sementara 1zin,
(3] Teguran Lsan danfaa teguran tertulis schagaimana dimaksud pada ayal (4)

huruf a dan hurul b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakulkan oleh
penangEdng jawab pelayanan keschatan sehanyak 1 [satu) kali.
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i3]

Pembekuan scmentars izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf
dilualeukan dalam hal penanggung jawah pelayanan keschatan tidalk moematuhi
tepuran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 22

Tara ears dun pelaksanaan teknis penerapan Adaplasi Kebiasaan Dam dalam
Fencegahun dan Pengendalian COVID-19 pada hidang kesehatan dilileukan sesuai
dengan peraluran perondang-undangan.

(1)

(2]

(1]

Paragrafl 3
Bidang Pendidikan
Pasal 23

Perangkat dacrah yang menyelenggaralan  urisdn pemerintahuan dibidang
pendidikan, melakukan wupaya  lerpadu dengan  pelibatan peran serta
masvarakat untuk lerlaksananya Adaplasi Kehiasaan Baru dalam Poencegahan
dan Pengendalian COVID 19 bidang pendidilean dalam rangla  menjamin
permenuhan hak atas pendidilkan dulam masa Pandemi,

Pelaksanaan Adapiasi Kebinsaun Baru dalam Pencegdahan dan I'engendalian

COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksod pada apal (1)

Derfujusn untuk ;

a.  moemastkan pemchuhan hak  peserta didik unuk mendapatban
pendidikan di masa Pandemi COVID-14 dengan Letap mengutamakan
kesclamatan dan keamanan kesehatan pescrra didik;

h., melindungi pendidik din tenaga kependidikan dalam  melaksanakan
tugas dan fungsinya; dan

¢.  mencegah penvebaran dan penularan Pandemi COVID-19 i satuan
pendidiloan.

Pasal 24

Adaptasi Kebiasaan DBaru dalan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
pada hidang pendidikan schagaimana dimaksud dalam Puasal 23 melipu 2

a, penerapan prolokol keschatan bagi pendidile, tenaga kependidilean dan
neserta didik pada satuan pendidikan di Daerah;

b. peovesuaian layansn  pada samuan  pendidikan di masa Pandemi
COVID- 19

¢, penvesilaian metode pembelajaran pada masy Pandemi COVID 19;

d.  peningkalan  pengerahuan pendidik dan  tenoga kependidikan agar
memahami pelalesanaan Adaprasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID- 19 bidang pendidiloan;

¢.  oplimalisasi  penggunaan  teknologl  informmasi dalam mendukung
pelaksanaan  Adaptasi  Kebiasaan  Bare  dualam  Pencegahan  duan
Pengendalian COVID-19 idang pendidikan;

f.  penyedizan ssrana dan prasarang pada  satuan  pendidikan milik
Pemerintah Dasrah arau swasta uniuk menduluang pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang
pendidilean;

g, penhningkatan peran komile sekolah dan masvarakal dalam sosialisasl
penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
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{3]

[4]

(3]

(1)

(1]

h,  sosialisusi dan penvebarluasan pelakssnaan Adaptasi kebiasaan Baro
dalam bencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan
kepada masyaralzit.

Penvediaan suruna dan prasarana pada satuean pendidikan milile Pemeriniah
Nuerah atau swasta sehagaimana dimaksud pada ayal [1] hurat §dilakulean
wesial dengan kemampuan keuangan daerah,

Pasal 25

Penvesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam ranghks
mendukung pelaksanaan Adaprasi Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi

a. pembelajaran jurak jaub dalam jaringan;
h.,  pembelgjaran tatap muka;
¢, pembelajaran jarak jauh lmar jaringan;

d. pembelsjaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan
pembelajaran jarak jauh dalam jaringan; dan/atan

c. pembelajaran kanjungan gur ke rumah peseria didik.

Pembelyjaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada aval [1]
huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantanan yang ketat dengan
memperhatikan dampalk negatif penpgunaan leknologi informasi bagl peseria
dliddils.

Pengawasan dan pemantauan terhadop dampak negatil penggunaan teknologi
irformasi bagi peserra didik scbagaimana dimaksud pada ayat 2] dilakukan
dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pembelajaran tatap nmka, pembelgjaran jarak jauh luar jaringan  den
pembelajaran kunjungan guru ke rumah peserla didik sehagaimana dimalesad
pada aval {1] hural b hurof ¢ doan huraf d dilakukan dengan pencrapan
protokol keschatan bidang pendidilean.

Penvesuaian  metode  pembelajuran pada  masa Pandemi  COVID-19
sehagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
pendidilean karakier, akhlak dan moral pescrta didik,

Pazal 26

Peranplatl daerah wvang menvelenggarakan wrusan pemerintahan dibidong
pendidilean melakukan kerjasama dengan peranglkat daerah lain dalam ranglea
melakulan sinergi kebijakan pelalsanaan Adaplasi Kebissasn Barn dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidilcan.

Pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan  pemerintah dacrah
dilaksanakan dalam henruk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedilcit sclkoali
dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

Setiap saruan  pendidikan  wajib melakukan  penvesuaian  layenan dan
pembelajaran dalam pelaksanasn Adapiasi Kebiasaan RBaru dalam Pencegahan
dan Pengendalinn COVID-19 bidung pendidikan,
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(2 Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakulan penyesAIND
layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dikenakan
sanksi adminisiralif berupa :

A, tepuran lisan,
h. feguran teriulisgdan fatau

o, denda administratf scbesar Bp, 300.000,00 (lima ralus ribu rupiah); dany
atiau

f.  pembekuan sementar: izin.

3] Selain sanksi administracf schagaimana dimaksud padia ayal (£, pimpinan
satusn pendidikan yang merupaln aparatur sipil negara dapal dikenai sanksi
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan dibidung aparatur
sipil negar.,

(1) Teguran lsan dan/atan teguran teriulis sebagaimana dimaksud pada avar (2)
huruf @ dan hural b diberikan dalam hal pelanggaron dilakukan  oleh
pitnpinan satuan pendidikan scbanvak 1 [sata) kali.

(3]  Lendsa adminisiratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ diberikan dalam
hal pimpinan saiuan pendidikan Hdak meopaiubi teguran lisen dan/alau
teguran lerlulis sebanvak 2 idua) kali.

6] Pembeluan scmentara izin sebagaimana dimaksad pada ayal (2) huruf c
diberikan dalam hal pimpinan saluan pendidikan tidak memaluhi Denda
Administratif.

(7] TNenda administratif disctorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jdmn.

(8} Mekanisme pelaksanaan  sanbksi  administratit diamur dalam Peraluran
TWalikota,

FPasul 28

(1] Adaplasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalisn COVID-19
pada bidang  pendidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  kebijaloan
Pemeriniah Daerah, kondisi masvarakal dan kearifan lokal masrarakat.

{21 Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaplasi Kehiasaan Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilskukan
gesial dengan peraturan perundang-undangsan.

Paragraf 4
Bidang Kepemundaan dan Keolahraguan
Paszal 29

Perangleat  daersah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemnerintehan dibidang
lepemudaan dan olah raga melakukan upava terpadu dengan melibatkan peran
serta masyarakal  unluk  lerlaksananva Adaptasi Kehiasaan Baru  dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVIND-19 dalam rangka menjamin penienuhan bk
masvarakal atas kegiatan lepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi
COVITI- 16,
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{1

(2]

T

¥

1]

Pazal 30

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID- 19 bidang kepemudsan bertujuan untuk

memastikan  ponenuhan hak  pemuda untuk  ftetap mehalisanakan
aklivitas kepermudaan dengan fetap mengulamakan keselametan dan
keamanan keschatan di masa Pandemi COVID- 19

menjaga prestast pemuda untuk tetap berdaya saing: dan

mencegah penyvebaran dan penularsn Pandemi COVID 1D di lempal
kegiatan kepemudaan.

Adapiasi Kehinsasn Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada avat [1] melipuli

i,

13.

pelaksanaan protokol keschalan dalam pencegahan penyebaran dan
penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;

tasilitnsl penyesuaian pelayanan kepomudasn di masa, Pandemi COVID-
143

peninglatan  pemahaman  permuda terhadap pelaksanaan Adaptast
kabinsaun Bara dalam Pencegahan dan Pengendalian COVIT-15;
peninglkatan  peran pemuda mulei menghanal  dalam pencegahan
penveharluasan Pandemi COVIT-10;

penvediaan sarana dan prasarana vang mendukung pelaksanaan protokol
keschalan dalam  pencegahan penvebarin dan  penularan  Pandemi
COVID-19 di tempal kegiatan kepemudaan; dan

sosidlisasi dan penyvebarhuasan pelalesinaan Adaplast Kebiasaan Baru
dalam  Penicegahan dan Pengendalion COVIE-19  bidang kepermudann
pada masvarakal,

Paszal 31

Pelalesanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencepabhan dan Pengendalian
COVID-19 bidang keolahragaan herfujuan untuk

el

meinastikan pemenithan hak masyaralest untuk tetap melaksanakan
aktifitas keolahragasn dengan ietap mengutamakan lkeselamalan dan
kesrmnanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan

mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di wenpat
olahiraga dan kegiatan keolahragaan,

Aduptiast Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan Pengendalion COVID-1%
bidang keolghragaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi -

el

T,

il.

pelaksanaan protokal kesehotan dalan pencegahan penvebaran  dan
penularan Pandemi COVID-19 dalam leegiatun keolahmgaan;

penyesiaian fasilitas pelayvanan dan kegalan keolahragaan di masa
Pandermi COVIT-19;

penyediaan sarana dan prasarana vang mendukung pelaksanaan protolol
keschatan dalwm  pencegahan penvebaran dan penularan Pandemi
COVID-19 di tempal olahraga; dan

sosiglisasi  dan  penyeharluasan informasi  pelaksanaan Adaplasi
Kehiasaan Daru dalam Pencegabhan dan Penpendalian COVII-19 bidang
kealahragaan pada masyarakat.
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(1)

(2]

12]

(3]

il

Pasal 32

Penyediaan sarana dan prasarana pada lempat kegialan kepemudaan dan
tempat olahrga milik Pemerintah Dacrah dalam rangka pelaksaaaan Adaptas
Kebinsuun Daru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID 14 bidang
kepermudaan dan  keolahragaan, dilakukan sesuai dengan  Kemampuan
keuangan daerah,

Selain penyediaan sarana dun prasarana schagaimana dirmalesud pada avat (1)
Pernerintah Daerah dapat memfasilitasi penyvediaan  sarana dan prasaranag
pada tempat kegiatan kepemudaan dan temnpal olahraga lainnve sesuad
kemampuan keuangan dacrah,

Pasal 33
Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di mass pandemi
COWID-19 sebagaimana dimalesud dalam Pasal 31 avat (2) hurof b, meliputi

a.  membalasi jumlah pengunjung paling banval:s 30% |lima puluh persen]
dari kapasitas arcea publik atau tempat liinnya vang dapat menimbulkan
kerumunan orang;

b,  memberikan informasi berkaitan dengan kapasilas area public alau
lempal lainnya yang digunakan,

¢, melakulkan pembersihan dan disinfelosi tempal pelaksanaan kegiatan
kepemudann dan/alau keolahragaan;

d.  menyediakan fasilitus tempal cuci tangan yang memadai dan rmoudah
dialoses,

e. melakukan pengecekan  suhun badan bagr seluruh pescria alal
pengunjung  vang  datang  pada  kegiatan kepemudaan danfatau
kealahragaan;

e mewajibkan setiap peseria/ pengunjung mengeunakan masker;

g, memasang media informasi berkaitan dengan himbauan  pencrapan
protakol keschatan,

h, melakukan primbutasan jarak fisik; dan

1 mencegal kerumunan orang.

Kewajihan sctiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagiaimans
dimaksud pada avat (1) harul T dikecualilean terhadap orang vang melalculean
plahraga dengan inlensitas tingei di dalam/luar ruangan guna menghindar
gangmian pada juntung dan pembuluh darah.

Setiap penyvelenggzara kegiatan keolshragaan wajibh melakukan penyesuaian
lasiliths polavanan dan kegiatan keolahragaan sehagaimana cdimnaksud pada
ayar [1} dan ayat 2] dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian
COvID-19,

Setinp  penvelengoara kegiatan  keolahragasn  yang  tidalke  melakukan
penyvesuainn  [asilitas pelavanan dan kegialan keolahragoan  scbagainana
dimaksud pada avat (3) dikenakan sanlksi administratif berupa |

a.  teguran lisan;

b. foguran teriulis;

e, denda administratit sebesar Bp.500.000,00 (lima ratus ribu rapiah);
d.  pembubaran kegiatan;
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. penghentian sementara kegialan:
f  pembekuan sementara izing dan/atad
g peneabulan izin.

Teguran lisan dan/atau feguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayar i4)

huruf & dan huruf b diloksanaksn pada masa sosialisasi selama 7 (hari)
setelah Peraturan Daerah ini diundangloan.

Denda administracif sehagaimana dimaksud pada ayat (4) hural ¢ diberikan
dalam  hal pelanggaran dilakulon  setelah masa  sosiolizasi schagaimana
dimaksad pada aval [1].

Pembubaran kegiaran schagaimana dimaksud pada ayat (4) hurul d diberikan
bersamasn dengan pengenaan denda adminisiralil,

Penghentian sementara kegiatan schagaimana dimaksud pada ayat (4 hurul e
diberikan  dalam  hal  pelangear  tetap  melakukan  pelanggaran setelah
pemhuharan kegintan dilakulan.

Pembekuan socmentara izin scbagaimana dimaksud pada avat (40 haral T
diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan  pelanggaran sclelah
penghentian sementara keegiatan dilakukan,

Pencabutan izin sehagaimana dimaksad pada ayal (4] huruf g diberikan dalam
hal pelanggar tetap melakulkan pelanggaran setelah pembeluan scmentara
izin dilalukan.

Denda administratil disclorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 juan.

Melconisime  polaksanaan sanksi  administratit  diamar dalam Peraturdn
Walikota.

Pasal 34

Fencrapan Adaptasi Kebiasaan Bari dalam Pencegahan dan Pengendalian
COWID 19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakulkan dengan
memperhatileam kondisi masvarakat dan risiko penalaran COVID-19.

Tarta cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegahan dan lcngendalinn COVID-19 pada bidang kepermudaan dan
keolahragaan dilakulaan sesual dengan peraliiran perundang-undangan.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindnngan Anak
Pasal 35

Perangkal daerah vang menvelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak melasulamn upays terpadu
dengan pelibatan peran scrta masvaralat untuk terlaksananyva Adapuasi
Kehinsaan Barm dalam Pencegohan dan Pengendalian COVID-19 0 bidang
pemberdayvasn perempean dan perlindungan anal,
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Polaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian

COVID-19  bidang  pemberdayaan  perempusn dan perlindungan anak

selmgaimana dimaksud pada wpeac (1) bertujuan untulk ©

a. menvelenggarakan pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak
dengan memperhatikan prolokol kesehatan,

b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandernd
COVID-19; dan

. mencegah lerjadinya pelanggaran hak perempuan don anak dalam masa
mndemi COVITY- 19,

Pasal 36

Adaptasi kebigsaan Tar dalam Vencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang
pemberdayasn perempuan dan perlindungan anak schagaimane dimeaksud dalam
sl 35 meliputi

Aa.

br.

e

d.

=

(1

{2

pelaksanuan  protokol kesehatan pada [asilitas  pelayanan  pemberdayasn
poeremnpuan dan perlindungan anak di Daerah;

penyesuaian pelaksanaan kegialan  pemberdayaan  perempuan  dan
perlindungan anale di muasa Panderni COVIT- 19]

penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak
kekerasan pada masa Pandemi COVIT-19,

pengumpnlan data terpilah perempuan dan anak dalam ranglos memudahkan
pemenihan hak percmpuan dan anak pada masa Pandemi COVID- 19

peningkatan peran masvarakal dalam pelaksanaan Adaplasi Kehiasaan Daru
dalam  Pencegahan  doan Pengendalian  COVID 19 bidang  pemberdayaan
pereimmpuan dan perlindungan anak; -

penvediaan sarana dun prasarana dalam rangka mendukung lerpenuhinga
hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID 19 sesual kemarmmpuan
keuangan Taerah; dan

ansialisagai dan penveborlussan pelaksanaan Adaptasi Kebiasasan Haru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVITI-19 bidang pemberdavadan perempuan
dan perlindungan anak pada masvarakat,

Pasal 37

Pencegahan  kelerasan  lerhadap  perempuan dan anak dalam  Adaplasi
Kehiasaan Baru dalam Pencepshan dan Pengendalian COWID-19  bidang
pemberdavaan  peremnpuan  dan perlindungan anak dilakulan dengan
rnelibatkan peran akhl keluarga dan masyarakaf.

Dalkan rangka pencegabhan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
dimuasa  Pandemi, perangkat daerah  wang  menyvelengparakan  arisan
prinerintahan bidang pemberdayaan  perempuan dan perlindunpgan  anak
miclakulean

a. pelaksangan gerakan terpadun untuk melindoungi anak dan perempuan
pada maga Pandemi COVITY- 19 dan

b,  opthnalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak padsa muasa
mndemi COVID-19,
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Pasal 33
Penerapan Adaptast Kehisgaan Baru dualum Pencegahan dan Pengendalian
CUVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dilalozkan dengan memperhatikan lebijalan Pemerintab Dacrah, sumber daya
Pemerintah Daerahy, kondisi masyarakat dan risike penularan COVID-149,

Tata cara dan pelaksunuan tolmis penerapan Adaplasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegahan  dan Pengendalian COVIT-19 0 pada bidang  pemberdayasn
perempuan dan perlindungan anak dilakukan sesusi dengan  peraturan
perundang-undangarn,
Paragraf 7
Sosial Budaya Lainnya
Pazal 39

Pelaksanaan Adaplasi Kebisssan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVIL-19 hidang sosial budays lainnya bertujuan unwuk ;

.

(L}

Menvelenggaralzan kegintan sosial kemasyarakatan dengan memperhalikan
protokal kesehatan;

memastikun pemenuhan hak pelaksanaan kegintan sosial kemasearaioalan
dalam masy Pandemi COVIND-19: dan

mencegah lerjadinya pelanggaran hak  pelalesanaon . kegiatan sosial
lkemasyaralatan dalam masa Pandemi COVITI- |G,

Pasal 440

Adaptasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 di

bidang sosial budava lainnyas sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 39 meliputi;

d.  pelaksanaan prolokol keschatan pada kegiatan sosial budava lainnva di
Daerah;

b, peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanoasn Adaptasi Kehiasaan
Baru dalam Pencegahan dun Pengendatian COVID-19  bidang  sosial
budava lainnya; don

. sosialisusi  din penyebarluasan  informasi pelaksanaan  Adaplas
Kebiasaan Huaru dalam Pencegahan dan Penpendalion COVIT- 19 bidang
sosial budava bunnya pada masyarakal.

kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
antara lain

a.  seni bodays;

b.  upacara adal;
. pernikahan;
.  khitanan, agigoh, ssvukuran, dan kegialan sejenis;

£

poemaleaman dan

o

taleziah.
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Bagian Keempat
Aspek Ekonomi
Paragraf 1
Umum
Pasal 41

Pemerintah  Dacrah  menyelenggarakan Adaprasi Kebiussan Dary dalam
Pencepahan dan  Pengendalian  COVID-19 pada  aspek ckonomi, denpan
rmengutamakan  kesclamatan, kesehalan dan kesejahleraan  masvarakat
selamas Pandemi,

Adaptasi Kebiasaan Haru dalam Pencegahan dan Penpendalian COVID- 19
hidang ekonomi sehagaimans dimalesud pada sval [L) meliputi bidang :

A, penanannan omoxlals

b, pariwisals;

1t pertanian, petemalmn dan perikanan;

d.  perindustrizn dan perdagangan;

€. pemberdayvasn dan perlindungan usaha kecil;

¥ petlindungan tenaga kerja; dan

. Lratisporiast.

Perangkat ducrah yang menyelenggarakan urusan pemerintaban dibidang
clkonomi sebagaimana dimaksud pada ayal (2] melakulkan koordinasi denesan

perangkal dacrah lain dalam penyelenpparuan Adaptasi Kebizsasn Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi,

Paragrafl 2
Bidang Penanaman Modal
Pasgal 42

Perangkal dacrah yang menvelenggarakan urusan dibidang  penanamin
modal, melsculem upava terpadu dengan pelibatan peran serla muasvarakat
untuk terlaksananya Adaplasi kKebiasaan Tarn dalam Pencegahan  dan
Pengendalian COVIID-19 i hidang penamuanan modal,

FPelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Haru dalam Pencesahan dan Pengendalian

COVID-1% biding penanaman medal schagaimana dimaksud pada avar (1)

hertujuan untalk @

a,  memastiken penyelenggaraan kegiatan bidang investasi letap berjalan
dengan menerapkan protokal keschatan; dan

b, mencraplan pelayanan investasi berbasiskan teknologl informasi dalam
rangka menjaga kesehatan dan kesclamaran masvarakal dimsss Pandemi
COVID-19.

Pasal 43

Adaptasi Keblasaan Bam dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 dibidang
penanamarn modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi |

1.

+F

pelaksanaan profokaol kesehalan pada fasilites pelayanan penanaman modal di
Daerah:

penyesuaian pelayanan penanaman maodal di masa Pandemi COVID-19;
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aptimalisasi penggunaan teknologl informasi dalam mendukung pelaksanaan
pelavanan investasi pada masa Pandemi COVID- 19;

peningkatan lualitas sumber dava manusia yang memdhami PengEnasn
teknologl informasi untuk pelavanan investasi pada masa Pandemd COVIT- 1G:
dan

sogialisasi dan  penyeburluasan pelaksanaan Prolokol Keschatan  dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVITD-19 bidang penanaman modal pada
I syHralomr.

Paszal 44

Penerapan  adaptasi Adaplasi Kebiasaan Daru  dalam  Dencesahan dan
Pengendalisn COVIIX-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan
memperhatilean  kebijakun  Pemerintah Daerah, swmber dava Pemerintah
Dagrah, kondisi masvarakal dan risiko penularan COVID-19.

Tata cara dan pelaksanaun telmis penerapan Adaptasi Kehiasaan Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman nodal
dilakukan sesuai peraluran perundang undangan,

Paragraf 3
EBidang Pariwisata
Fazal 45

Perangkat daerah  vang menvelenggarakan urusan  dibidang  pariwisala,
melakukan upava terpadu dengan pelibatan peran serta mmasvaralkat untuk
rerlaksananys Adaptasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 di bidang pariwisata,

Pelalisunuuan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Vengendalian

COVID-19 bidang pariwisala schagaimana dimaksud pada avat (1] bertujuan

untulk :

a.  melakakan  sosialisasi kepads para pelakn usaha  pariwisata  dan
masyvaraleat penggina wisala sceara masit dan berkelanjutlan; dan

b, memastilan  penyelenggaraan  kegiatan  dibidang  pariwisata  berjalan
dengan menerapkat protokol keschatan,

Pasal 46

Adaplasi kKebiasaan Tarm dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

dibidang pariwisata sehagaimana dimalssud dalam Pasal 45 meliputi

A, pelakssnaan protokel kesehalan bagi pengunjung dan pelalu wisata di
Dhacrah;

L. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID 19;

¢ optimalisusi  penggunaan  (eknologl  informasi dalam mendukung
penvelengpdaraan parawisata, pada muasa Pandemi COVITI- 19,

d. pelibalan  masvarakat  dalam  penyelenggaraan  pariwisata Adaptasi
hebiasaan Baru dalam encegahan dan Pengendalion COVID-19  pada
masd Pandemi COVID- 19;

€. peningkatan pemahaman swmber daya manusia kepariwisataan dalam
pelaksanaan  protokol  kesehalan  dalam  penvelengparaan  Adaptasi
kelasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 hidang
parivwisala,
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L pemherian insentil bagi usaha padwisata dalam rangka menciptakan
tklim yang kondusif untuk  perkembangan  usaha pariwisata dimasa
Pundemi COVID- 19,

g penyediaan sarana dan prasarana pada terpal wisata milik Pemerintah
Dacrah atan swasta yang mendukung pelaksanaan protokol keschatan
dalam penvelengparuan Adaplasi Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata; dan

b, sosialisasi dan penycbarluasan polaksanaan Adaprasi Kebiasaan Baro
dalam Pencegahan dan Penpendalian COVID-19 bidang pariwizsata pada
masyarakat,

Pemberian insentf bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam avat
(L] humf I dilaksanakan sesusd dengan kelenluan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan keuangan daerah,

Penyvediaan sarma dan prasarana pada lempat wisata mililk Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan scsuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

Perangkal  dacrah yang  menyvelenggaralan wrusan  dibidang  pariwisata
melakukan  kerjasama  dengan  perangleat Daerab lain dalam rangka
melakukan sinergi kebijakan pelakssonaan Adaplasi Kebiasaan Daru dalam
I'encegahan dan Pengendalian COVID- 19 bidang pariwisala.

Pelaksanaan kefasama dengan  Pemerintah Daerab dilaksanakan  sesuad
peraturan perundang undangan,

Pasal 48

Setiap kegiatan usaha pariwisala wajlh melakukan penvesuaian pelavanan
pariwisala dalam pelaksanaan Adaprasi Kehinsaan Taru dalan Pencegnhan
dan Pengendalian COVILD 19 hidang pariwisata.

Penyesuaian polayanan pariwisala schagnimana dimaksud pada ayat [1)
tmeliptii :

a.  membatasi jumlah penpgunjung paling hanvak 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas area publk alau tempat lainnya yvang dapat menimboalan
KErumunan orang;

b memberikan informasi bDerkailun dengan kapasitas arca puhlik atau
tempal lainnys vang diginakan;

. melakukan pembersinan dan disinfelesi tompan wisalsg;

menvediakan fasilitas tempal cucl tangan vang memad:si dan mudah
dinkses;

¢, melakukan pengecekan suhn hadan bagi scluruh pengunjung tempat
wisata,
£ mewajibkan sctiap pengunjung lempat wisata menggunakan masker:

g.  memasang media informasi berkaitan dengan himbavan  penerapan
protokol kesehatan;

h. melakukan pembatasan jarak Osik paling kurang | [satu) meter; dan
I, mencegah Kerimuinan orang.
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Setiap penanggung jawab tempal wisdata atau pengusaha pariwisala wajih
melakukan penyesuaian pelavanan pariwisala sebagaimana dimaksud pada
ayar (4] dalam rangka pelaksanann Pencegahan dan Pengendulion COWIN-19,

Setiap penangpung jawab lempat wisata arau pengusaha parivisata vang tidak
melakukan  kewajiban  penvesuaian  pelayansm  pariwisae schagaimang
dimaksud pada ayat (3] dikenakan sanksi administratit berupa :

a.  leguran lisan:

h. teguran tertulis,

o.  denda administratil sebesar Rp 500.000,00 (Hma ratus rily ruplahl];

d.  pembubaran koegiatan;

e, penghention sementara kegtatan;

f.  pembekuan sementars izin; dan fatay

£ pencabutan izin

Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sehagaimana dimaksud pada avat (4}
hurul & dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari)
setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

enda administratif sebagaimana dimalsud pada aval (49 horef ¢ diberilean
dalam hal pelanggaran dilukulkson setelah masa sosialisasi sebagaimana
dimakaud pada avat (4],

Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada aval {4] hurut d diberilan
bersamaan dengan pengenaan denda administrarif,

Penghentian sementara kegiatan sebogaimana dimaksud pada ayat (4) hurt e
diberikan  dalam  hal pelanggar telap  melaloakan pelanggaran  setelah
pembubaran kegiatan dilakukan.

Pemhekuan sementara izin sebagaimana dimalksud pada aval (4 horof
diberikan  dalum  hal pelanggar  clup melakukan  pelangeuran setelah
penghenlian sementara kegiatan dilakulean.

Pencabnllan izin schagaimana dimaksud pada avar (4) hurul g diberlan dalam
hal pelanpgar tetap melakukan pelangparan setelah pemnbelouan sementara
izin dilakulian.

Denda administratit disetorkan ke Kas Dacrah paling lama 1 x 24 jam.

Mekanisme pelakssnaan  sanksi  administratif  diatur  dalion Peraturan
Walilota,

Pasal 49

Penerapan Adaptasi Kebiagssan Bam dalam Penecgahan dan Pengendalian
COVID-19  pada  Dbidang pariwisara dilakulen  dengan  fiemperhatikan
kebijakan Pemerinlah Daerab, kondisi masvaralest dan ik prnularan
COVIx- 19,

Tata cara dan pelaksanann reknis penerapan Adaptasi Kebiaswan Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVIN-19 pada hidang pariwisata dilaloskan
sesual dengan peraluran perundanpg-undungan.
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Paragraf 4
Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Pazal 50

Perangkal dacrah vang menvelenggaralan urusan pomerintahan  bidang
pertanian, bidang potemakan dan perikanan melakuksn upaya 1erpadu
dengan pelibatan peran serta masvarakal unlulk terlaksananya  Adaptasi
Kebiasaan Bara dalsm Mencegahan dan Pengendalian COWVILD 149,

Pelaksanaan Adaptasi Kehiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 bidang pertanian, pefernakan dan perikanan darat sebagaimana
dimaksud pada avat |1) heriujuan untuk :

a.  memastiken penyelenggaraan kegialan bidang pertanian, peternakan dan
perileanan darat terap berjalan dengan mencraplkan protokol kesehalan;
tlan

b menjamin ketersediaan  pasokan  hasil pertanian,  perernakan  dan
perikanan darat guna memenuhi lebutuhan masvarakat selama moss
Fandemi COVID 19,

Pusal 51

Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencepubun dun Pengendalian COVID-19
selklor pertaniun, perernakan dan perikanan darat sehagaimana dimalkesud
dalam Pasal 50 micliputi

g, pelaksanaan protokol kesehalan bugl petuni, peternak dan pembudidaya
ikan ralam kegintan vang melibatkan orang banyalks;

D, penvesuwwian pelayanan bidang perlanian, peternakan dan perikansn
dengan menerapkan protolml kesehatan di mass Pandemi COVID-149;

c. peningkatan pengerahuan dan keterampilan sumber daya manusia terlaait
penerapan teknologi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan di
masd Pandemi COVID-19;

d.  penyesuaian pembinaan dan pengawasan selktaor pertanian, peternakan
tan perikanan di masa Pandermi COVID-19;

¢, penyediaan sarana dan prasarang dibidang pertanian, pelermalan dan
perikanan sesual dengan kewenanpsn  Pemerintah Daerah dan
kemmmpuan kenangan daerah untule pelaksanaan Adaplasi Kebinsaan
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COWTD- [G;

[.  pemberian insentil’ bagl peland, peternak dan nelavan dalam rangkas
menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian,
peternakan dan perikanan di masys Pandemi COVIT- 19;

g lasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan dimeass
Pandemi COVILD- 19; dan

h,  sosiglisusi  dan penvebarluasan  informasi  pelaksanasn  Adaptasi
kebinsaan Bari dalam Pencepgshan dan Pengendalian COVID-19 sekror
pertanian, peternakan  dan  perikonon bagi pertani,  peternok dan
pembudidaya ikan.

Femberian msentif bagi pelani, petemale dan pembudidaya ikan scbagaimana
dimaksilid pada avat (1] burul [ dilskssmakan sesuai dengan letentuan
peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan dacnih.



jdih.metrokota.go.id

Pasal 52

Peranglkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemnerinlahan bidang pertanian,
peternakan dan perikanan melakokan kerjasama dengan perangkat dacrah lainnya
dalam rangla melakukan sinergi kehijakan pelaksanaan Adaptasi kebiasaan Baru
dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, pefemakan dan
perikanan.

(1)

2)

[1]

12)

(L]

Pazal 53

Penerapan Adapiasi Kebiasaan Daru dalan Penceegahan dan Pengendalian
COVIT-19 pada bidang pertanian, bidang petemalkan dan bidang perikanan
dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan snmber daya Pemerinlah
Traerah, kondisi masyarakat dan risiko penularan COVITR- 19,

Tata cara dan pelaksanaan teks pencrapan Adaprasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 pada bidang pertanian, bidang
peternakan, dan bidung perleman dilalookan sesual dengan  peraluran
penndang-undangarn.

Paragraf 5
Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 54

Peranglar daerah  vang menvelenggaralsm  urusan pemeriniahan bidang
penndustrian dan perdagangsn meldoukan upaya terpadu dengan pelibatan
peran serta masyarakal untuk Adaplast Kebinspan Dar dalam Pencegaban
dan Pengendalian COVIT-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

Pelaksanaan Adaprasi Kehiasaan Bar dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19  bidang perindusirian dan perdaganean sehagaimana dimaksud
pada avat [1] bertujuan unluk memastikan penvelenggaraan kegiatan bidang
perindustrian dan perdapangan tetap beralan dengan meneraplean protolol
keschatan.

Pasal 55

Adaptasi Kehiagsaan Baru dalam enecgahan dan Pengendalisn COVID-19
seklor perdagangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi

i, pembinaan dan penpawasan pelaksanaan Adaplasi Kebiasaan Baru
dalam Pencegahan dan Pengendalian COVITI-19 bidang perindustdan dan
perdagangan dalam ranglta memastilkan pelaksanaan protokol keschatan
bagi  pelaku Usaha dan pembeli dalam kegialan  perndustian dan
perdagangzan,

b, penyesuaian  aktivitas  perindustrian dan  perdaganpgan  pads masa
Sandernd COVIT- 19

o penvesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan pada
masd Pandemi COVIT- 19

d. peningleatan kualitas sumber dava manusia dalam penerapan leknologi
intormasi dan pemasaran pada bidang perindusirdan dan perdagangan di
masa Pandemi COVIR-19;

€. penyedisan  sarana dan  prasamana ountuk o pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 hidang
penndustrian dan perdagangs:n;
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[ sosialisusi dan penvebarluasan pelaksimaan Adaptasi Kehiasaan Baru
dalam Pencegaban dan Pengendalian COVIT-19 Bidang perindustiian dan
perdagangan; dan fatau

£ pelibaran masvarakal dulam scsialisasi dan peovebarlunsan influrmasi
lerkait pelaksanaan Adaptasi Kebiosaan Baru dalam Pencegahun dan
Pengendalian COVID-19 bidang perindusiian dan perdagangan,

() Pemerintah dacrah dapal memfasilitasi penvedidan sarang dan prasarana
seDagaimang dimalsud pada ayal (D) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi
hebinsaan Buaru dalam Pencegahan dan Pengendalinn  COwID 10 Tricluang
perindusivian dan perdagangan sesuni dengan kemumpuan keuangan dacrah
dan ketenluan peratuisn perindang-undangan,

Pazsal 56

Perangkal dacrabh yang menyelenpgarakan  urisan pemerinlaban  di bidang
perindustrian dan perdagangan melakulian kerjasamea dengan perangkat daerah
lainnya dalam rangka melakulan sinergl kebijakan pelaksanaan Tatanan Daru
berhasis kearifan lokal bidang perindusiian dan perdaguangan.

Pasal 57

Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakiulkan penyesilaian kyanan dan
kegialan dulam pelaksanaan Adaplasi Keblasaan Taru dalam Pencegahan dan
Pengendalivn COVIT- 19 bidang perindusirisn dan perdagang:n.

Pusnl 58

Dalam hal dittmulan adanya pekerja dan/atau angeola masyarakar di temnpat

kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus Suspect, kasus Fropable, Konlak Erat

dan lkasus terkonfirmasi, maka penanggung jawab Llempat perindusinan  dan

perdagangan wajib melakukan kelentluan pernuiusan mata raniai penularan

COVIP-19, yang melipuli ;

A, melaperkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehalan masvarakal atau
peranglkat  daerah  yung  menvelenggaralan urysan pemerinlab bidang
keschatan:

b melakukan penghentian sementarn aktivitas €i wempat kerja,/ Lemnpat kegiatan
stlama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (salu kali dua
puluh empat| jam dengan menyvesuaikan kapasitas TLIATIEAN

v, meclakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan VADE scring
disentuh pekerja dengun cairan pembersih feaizan dlisinfeletan;

d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempar kera/tempat kegistan  berikut
fasiliths dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekera sakit

¢ mengatur sirkilasi udara i dalam tempat yang lerkontaminasi pelieda sakit:
lian

melakulkan pemeriksann kesehatan dun Isolasi Mandirl/Karanling  Mandir
terhadap pekerja danfatou anggnia masyvarakar yang permah melakulom
kontak fisilk dengan pekera danfalau angeora masyvarakat yang lerpapar
COWVID- 19,

e
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(1]

2]

(L)

@

(1)

2]

Paszal 59

Penerapan Adapiasi Kebinsaan Baru dalam Pencegahan dan Vengendalian
COVID-19 pada idang perindustrian dan perdagangan dilalculean dengan
memperhatikan kebijukan dan sumber dava Pemerintah Daerah, londisi
masgyardakat dan risiko penularan COVIT- 19,

Tala vara dan pelalsanaan leknis penerapan Adaplasi Kehiasaan Bar dalam
Pencegahan dan Pengendalivn COVID- 19 pada bidang perindustrian dan
perdagangan dilakukan sesuni dengan peraturan prerundang-1nndangan .

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Keeil
Pazal 60

Perangkat dacrah vang menyvelenggarakan urusan bidang pemberdayvaan dan
perlindungan usaha kecil melalukan upays terpadu dengan pelibalan poran
serte masvarakar untuk terlaksananya Adaptasi Kebiusaan Dary dalam
Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19  bidang veinhberdavaan  dan
perlindungsn Usaha Kecil,

Pelaksanaan Adaptasi Kebdasaan DBaru dalam Pencegahen dan Pengend:alian

COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil R DAMAITIATI S

dimaksud pada aval (1] bertujuan unul -

a. memastilkan  penvelenggaraan  kegiatan  bidang pemberdayaan dan
perlindungan usaha kecil tetap berjalan densan menerdapkan protokol
keschatan; dan

b.  menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan usaha  kecil

vang produktl dan berkelanjutan dalam rangla menjaps leeschatan dan
keselamatan masvarakat dimasa Pandemi COVID-19,

Pazal 61

Adaplast Kebiasaan Taru dalam Pencegahan dan Pengendaliun COVID-10

hidang pemberdayaan dun perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 meliputi

a.  sosialisasi  dan  penvebarluasan  informasi o pelaksanaan Adaplasi
Kebvasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada
usaha kecil di Daerah;

I pelaksanaan protokol keschatan bagi pelaloe Usaha Kecil:

C. penvesuaian Kegialan pemberdayaan dan perlindungan  usahs  kecil
timasa Pandemi COVID-19;

d.  pemngkatan kualitas sumber dava manusia dalam penerapan toknologi
dalant mendukung usaha keeil pada masa Fandemi:

€. fasilitusl pendanaan sebugal modal usaha bagl usaha kecil vane terlena
dampal pada masa Pandemd COVITD-19; dan

f.  fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi usaha leecil,
IFasilitagt  pendanaan  scbagaimana  dimaksud  pada avat (1) humt e

dilaksanakan scsuai denpan letentuan peraturan perundang-undangan dan
kemampuan keuangan daesrah,
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(1)

{4

(1)

12]

(1]

Paszal 62

Penerupun Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencogahan dan Vengendalian
COVID-19  pada  bidong koperasi dan  usaha  kecil  dilalakan flengan
memperhatikan  kebijulkan dan sumber dava Pemcrintah Duacrah,  kondisi
masyarakat dan risiko penularan COVID- 19,

Tata vara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaon Baru dalam
Fenceganhan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usahs
kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Tenaga Kerja
Pazal 63
Perangkal dacrah vang menvelengearakan urusan pemerintahan bidarng
lenaga  kerja melalookan  upayva  terpadu dengan pelibatan poran  serid

masyarakal untule terlaksananyva Adaptasi Kebiosaan TBam dalam Pencegahan
dan Pengendalian COVITI- 19 bidang tenags kerja,

VPelaksanaan Adaptasi Kebiasaun Baru dalam Penecgahan dan Pengendalian
COVID- 19 bidang renaga kera schagaimana dimalesud pada ayat (1] bertujuan
untulk

a.  memastikan penyelenggaraan kegiatan bidung tenaga keja letap berjalan
dengan mencrapkan prolokol keseharan: dan

b.  menerapkan pelayanan bidang senaga kerja yang schat, produlctif dan
herkelanjutin  dalam  rangka menjapa  keschatan dan kesclamatan
masvarakat di masa Pandemi COVIN-19,

Pazal 64

Adaplasi kehinsaan Baru dulom Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
bidang tenaga kerja sebagaimunag dimaksad dalam Pasal B3 melipti :

7. Sogialisasi  dan pEnyusuUnan  program - pembingan dibidang
ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19:

b, pelaksanaan protokol kesehatan di ternpat kerja untulk melindungi Len:aga
kerja di masa Pandemni COVHY 19:

penyesuaian aktivitas bidang tenaga leerja;

peninglastan . pemahaman tenaga kerja dalam pengpunasn dan
pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;

¢ pemberian porlindungan kepada tenaga kerja vang terdampak Pandomi
COVIT-1%; dan

. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah atan bekerja pada
lokasi kerja pada masa Pandemi COVID- 19,

Pemberian  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat |1] hurul o
dilaksanakan sesuad ketentuan peraluran per ndang-undangan.

Paszal 65

Dalam hal ditemukan adinya pekerfa dan/atau angeota masyarakat di tempat
kerja/ tempat kegialan vang menjadi kasus Suspect, kasus Propabde, Kontul Erat
dan kasus Konfirmasi, malka penanggung jawab perusahaan wajib melakulean
lceteniian pomutusan rantad penularan COVID- 19,
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Pasal 66

Perangkal dacranh yang menyelenggarakan urusan pemerintahon hidang lenaga
kerja melakukan  kerjasama dengan perangkal. daerah lain  dalan rangka
melakukan  sinergi kebijukun pelaksanaan Adaptasi Keblasaan Baru dalam
Pencegahuan dan Pengendalivn COVID-192 bidang tenaga kerja.

Paznl 67

(1) Penecrapan  adaplasi Adaptasi Kebiasaan T datam Pencegahiun  dan
Pengendalian COVID-19  pada bidang  tenaga kerja dilalukan  dengsan
meinperhatikan  kebijukan dan sumber tdaya Pemerntah 2aerah, kondisi
masyaralkat dan risiko penularan COVID-19.

2] Tala cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaplast kebiasaan Daru dalsm
Feneegahan dan Pengendalian COVID 19 pada bidang tenaga keria dilakulkan
sesual dengan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 8
Bidang Transportasi

Pasal 68

{11 Perangkat daerah yang menyelengoarakan urusan pemoerintahan  bidung
perhubungan, meldkulem upava lerpadu dengan melibatkan RETUIl 56TTA
masvarakat uniuk lerlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan
dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi,

(2] Pelaksanusn Adapiasi Kebinsaan Bary dalam Pencegahan dan Penpendalian
COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada avar (1] bertujuan
uituk :

4 memastikan penyelenggaraan keglatan bidang lransportasi telap berialan
dengan menersplan protokol keschatan; dan

B mencrapkan pelayanan transporlast vang aman, schat dan berkelanjufan
dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatsn masyarakat di masa
andermi COVID-17.

Pasal 69

(1] Adaptasi Kebiasasan Baru dalam Pencegahan dan engendalian COVIE-19
bidang transporiasi sebagaimana dimalesud dalam Pasal 68 melipud
#,  mensosialisasikan  pelaksanaan Adaprasi Kebiasaan  Dura dalam
Pencegahan dun Pengendalian COVID- 19 diseltor transportasi;

b memastikan pelakssnaan prolokol keschatan bagl pongguna jusa dan
pelalku usaha transpaortasi:

. melakukan penyvesuaion kegiatan pembinaan i bidang transportasi pada
masa Pandem COWI-19:

d.  meningkarkan kualitas sumber dava manusia dalam pengpunann dan
pemnfantan  leknologi dan  informasi  dalam mendukung  Adaptasi
kebiasaan Bar dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Tncdang
I rANSpPOTTASI;

€. penyediaan saranag don prasarana vang dibuluhlem aniuk pelaksanaan
Adaptasi Kelvasaan Bara dalam 'encegahan dan Pengendalian {20VT-
13 dan
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f. melakuksn pengawasan terkait pemanfaatan sarans tra nsporiasi publik
seluma masa Pandemi COVIT- 16,

14} Pemmerintah Daerall dupat memlasilitasi penvedioon sarana dan Prasarand
sebagaimana  dimaksud pada aval {1) humf e sesua dengan ketentuan
peralurun perundang-undangan dan kemampuan keusngan daerah.

Pasal 70O

Perangkal  dacrah  vang  menyelenggarakan  urusan pemerinlahan bidang
perbiubungin melakukan kerjasama dengan peranglat deerah kain dalam ranglos
melakukan sinergi kebijalam  pelaksansan Adaptasi Kebiasaan Barn dalain
Pencegahan dan Pengendalisn COVIT- 1S bidang transportasi.

Pasal 71

(T} Selivp penanggung  jawab/pemilik usaha  (ransportasi wajib  melakukan
penyuesuaian pelavanan transportasi dalam pelaksanaan Adaprasi Kebiasaan
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-10 hidang transportasi.

|4]  Penyesuaian pelayvansn transporiast schagaimana dimmalosud pada avat (1)
meliputi :
@, melakukan pembersihan dan disinfeksi (ransportast nmum:
b, melskulan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang:
c. mewajillian sctiap penumpang menegunakan masker;

d. memasang medis informasi vang bersi himbagan untuk menerapkan
protaokol kesehatan COVID-19: dan

£ penerapan balas kapasitas angkul meliputi
L. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan
paling banvale 50% (lima puluh peraen) dari kapasitas angkul; dan

2. kapasilas anglut pemimpang pada mobil barang paling banvak
untuk 2 [dua) orang per haris kursi.

[} Setiap penangpung jawab/pemilik  usahs transportasi  wajib melakukan
penvesuaian pelavanan fransporiasi scbagaimana dimalesud pada avat [2]
dalamn rangla pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian OOV 19,

(4] Setiap penanggung jawab/pemilik usaha transportasi vang ftidak melakulan
kewajiban penyesualan pelayanan tramsportasi sebagaimona dimaksud pada
Ayt (3) dilenakan sanksi administratif boerupa :

A, tepuran lisan;

B, legpuran tertulis;

¢.  denda adminisiralil sehesar Rp. 500,000,000 {lima ralus ribu raprigt];
d.  pembubaran kegidlan;

€. penghentian semenlara kegiatan usaha transportasi;

. pemhekinan sementara ising dan fatan

E. pencabutan izino,

(2] Teguran lisan danfatau teguran tertulis sebagaimana dimalksud pada ayal [4)
hurutf a dan huruf b dilaksanakan pada muase sosialisasi paling lama 7 (hari)
setelah Peraluran Naerah ind diundangkan.
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6]

[7}

(B

(3
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[11]

(1]

(1]

2]

Denda administratil sebugaimana dimaksud pada ayal (4 buruf ¢ diberilean
dalamn hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebuagaimana
dimalesud pada wyat (4.

Pernbubmran kegialun schagaimana dimaksud pada avat {4) hural d diberilan
hersamaan dengan pengenaan dends administiralif,

Fenghentian sementara kegiatan usaha transporiasi sehagaimana dimaksudd
pada ayat (4] huruf o diberikan datam hal pelangegar telap melalukan
pelanggaran setelah pembubaran kegatan dilakulan.

Pembeliuan semenlara izin sebagaimuna dimaksud pada ayal (4] huruf f
diberilan  dalam  hal pelanggar  tetap  melakukan pelangearan serelah
penghentian sementara kegiatan dilaleulean,

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf g diberikan dalam
hal pelunggar tetap melalukan pelanggaran seteluh pemhekuan sementara
tan dilakukan,

Denda administratif disetorkan ke kas Daerah puling lama Ix 24 jam.

Mekanisme  pelaksanasn  sanksi  administratil  distur  dalam Peraturan
Walilola.

Pasal 72

Penerapan  adaptasi Adoptasi Kebiasasn  Bam dalam Pencegahan  dan
Pengendalian COVIDLY  pada  hbidang  transportasi  dilakoukan dengan
memperhatikan  kebijaksn dan sumber dava Pemerintah Laerah, kondisi
masvarakat dan risiko penularan COVID-109,

Tata card dan pelaksanasn teknis penerapsn Adaplasi Kebiasaan Daru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada hidang tranportasi dilakulom
sesual dengan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kelima
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 73

Dalam  pelaksanaan  Adaptasi Kebiasasn Baru dalan Pencegahan  dan
Pehpgendalian  COVID-19, Pemerinlah  Daerah  meldonlkan penvesuaian
ferhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap rerlaksananyvi
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di mass Pandemi COVIT-19.

l'enyesuaian terhadap penvelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimalksud
pada ayar (1) meliputi
a  pelayanan publile dan

b pola kerja Aparatur Sipil Negara pada Pemeriniah Dacrah.



jdih.metrokota.go.id

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Paszal T4

(1] Perangkal dacrah yang menyelenggarakan pelavanan publik melaksanakan
Adapiasi Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19,

(2] Pelaksanaan Adaptasi Kebissusn Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 dalam penvelenggaraan pelavanan publik bertijuan untuk :

A.  memastikan penyelenggaraan pelavanan publik lelap berjalan  secara
clektif dan elisien pada masa pandemi dengan menerapkan protolool
keschatan: dan

L. mendorong oplimalisasi pemanfaatan eknolosi  informasi dabun
pelaksanaan pelayanan publike

Paszal 75

Adaprasi Kebiasaan Bar dalam Pencegahan dan Fengendalian COVIT-19 dalam
ponyelenggaraan  pelayanan  publile sebapaimana  dimaksud  dalsm Pasal 74
melipuri:

d. optimalisasl  pemanlaatan teknologl  informasi melalul  penvederhunuman
pelayanan vang didukung oleh pereepatan punerapan Sistcm Pemerinlahun
Brrbasis Elektronik:

b, peningkatan keamonan siber pada fasilitas pelavanan publik milik Pernerintah
Dsacrah;

¢ ponvelenggaraan pelayanan publilk dengan menerapkan protolo]l keschatan
melalui penyesuaian pelavanan pada masvarakat;dan

d,  sosialiasi penyelenggaraan pelavanan publile dengan anenweraplan  protokol
keschatan denpan melibatkan masyvarakal,

Paragraf 3
Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahau Daerah
Pasal 76

Pernerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi kebiasaan Baru dalam Pencegahnn

dan Pengendalian COWID- 19 dalam pola kerja Apuaratur Sipil Negara Pemerintah

[Maerah, vang bertujuan untok @

a.  mewujudkan Mingsi penyelenggaraan tata kelola pemerinlaban vang baik pada
rmasa Pandemi COVID 19

b, memastikan apuratur sipil negara pada Pemerintah Dacerah telap beloerja
dengan menerapkan protokol kesehoran: dan

€. menjamin pemenuban hak atas  kesehatan Aparatur Sipil Negara pada
Permnerintah Daerah pads masa Pandemi COVID-19.

Pasal 77

(1} Aduptasi Keblasaan Baml dalam Penceguhan dan Pengendalian COVID- 19
talam pala kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimuaksud dalam 1*asal 76
melipiati :

@, pencegahan penvebaran wabah di kantor atau tem pal lerja;

b.  penvesuaian sistem lena;
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121

[

€. manajemen sumhber daya manusial dan
d,  dukungim infrastrukour.

Pencegahian penyebaran wabah di kantor atuu tempatl kerja sehagnimana
dimaksud pada ayat {1) hurul g melipuri ;

A.  pencrapan prolokol keschatan di kanlor atao di tempal kerja; dan
v pencegahan penvebarun wahah selelah melakukan aklivilas di kantor
dlau tempat kerja.

Penvesuaian sislem kera sehagaimana dimaksud pada avat (2] hural b
meliputi:

4. ketentuan masuk kera dan jam kerja;

b, pelaksanaan lugas kedinasan di kantor atau tempat ketja;

¢ pelaksanaan lugas lkedinasan di rumah; dan/atag

d. penyelenggaraan kegiatan dan perulunun dinas.

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurof
¢ meliputi

1. penilaian Kinerja;

b, pemantauan dun pengawasan: dan

oo disiplin pepawsal.

Dukungan inlrastrukiur schagaimana dimaksud pada avat (2] huaral d
meliputi:

4. penverdiaan surana dan prasarana;
b, penerapan telinologi informasi; dan

€. penyesiladan lingkungan kerja.

Pazal T8

Sctiap  pimpinan perangkat  daerah/lembaga/instonsi pemerintah o wagib
menerapkan Adaplasi Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVI-19  di lingkungan kerja  perangkat  dacrah/lembaga/instans
peneringat,

Seliap pimpinan perangkat daershlembaga/instansi pemeriniab yang tidalk
melaksandkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada avatl {1) dikenakan
sanlsi administratit bernipa

A, refuran lisan;
. teguran tertulis; dan/fatan

r.  sanksi  kepepswalan lsinnya herdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undsngan.

Teguran lisan dan/atau teguran rertulis sebagaimana dimaksud pada aval [2)
huruf a dan huruf b dilsksanalkan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh
pimpinan perangleat daerah flembaga/instansi pemerintah sebanyak 1 (satu)
kali.
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4] Temberian sanksi kepegawsaian lainmya  berdasarkan ketentuan Peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada avar (2) dilakulan dalam
hal pimpinan perangkat doeroh/lembagafinstansi tidak mematuhi tegran
lisar dan/atau teguran tertulis sebanvak 2 (dua) kali.

FPasal 79

1] Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petupas kepada
pelanggar dienghkapi dengan surat tesuran certulis dan blanko  denda
adiministrarit.

2] Formit surar tegurvan tertulis dan blanko denda administranl sebagaimana
dirmaksud pada ayal |1] dialur dengan Peraturan Walikoti,

(3] Denda Administratil disetorkan ke kas umum Tiaerah paling lambat 2 x 24
Jum [dua kall dua puluh cmpat jam) setelah dilakukan penindakan olch
petumas,

(41 Penveroran melalui petugas dilakukan melalui petugas yvang dilunjuk oleh
pejabat vang berwenang melakulkan penegaloan hukum.

Pazal 80

Lalam hal ditemukan adanva Aparatur Sipil Nepars atan pefahar lainnya di
lingkungan Pemerintah Dacrah yvang menjadi kasus Suspect. kasus Propoble,
Kontak Frar dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat daerah wajib
melakukan kelenluan pemutusan rantai penularan SOVID 190,

Pasal 81

ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Tarn
dulam Pencegahan dan Pengendobion COVIT- 19 dulamn Penerapan Disiplin Tian
Penegakan Hukum Urotokel Kesehatan pada Pemenntoh Daerah diamr dengan
Peramiran Walikola.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 82

(1) Dalam rangks pencegahan dan pengendalinan COVID-19 Pemerintah Daerah
dapal memberikon penghargaan kepada,
&,  UTHIE PCTOTALZAN;

Ir. penangeung jawab kegiatan /nsaha;
oroanisasi kemmsvaralontan,
d.  kelompok masvaraloat;
e, pimpinan perungkat daerah /instansi/lembuags pemerintah,
[Z]  Penghargaan sebagaimana dimaksud pada aya: (1) diberikan dengan kriteriag

a.  memberikan konstribusi yang luoar biasa  dalam pencegahan dan
pengendalian COVID 19:

b, konsisten dalam  menerapkan  prowkol  keschatan  COVID-19  di
lingkungan lempat usaha fkegialan /lembaga; dan/atau
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(3]

[

(1

12

(3)

¢.  melakukan inovasi dan  pengembangan  krealifitus  dalam upava
pencegahan dan pengendalian COVIR-149,

Penghargaan sebagaimana dimalisud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
piagam fsertifileat penghargaan,

Pemberian ponghargaan  sebagaimana dimaksud pada ayar [1] dilakulan
setelah  peluksanaan penilaian olch tim penilad vang ditetapkan dengan
Keputusan Walikola,

BAER V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pazal 83

Pemerintah Daerah dalam menvelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegihan dan Pengendalian OOWITI- 19 mmelibatham peran masyarakat.

Peran serta masvarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakulean olch
perorangan atau kelompok masyarakat.

Peran serly musyarakart sebagaimana dimaksud pada avat (2), dapatl dilakukan

dalam bentuls

2, meningkatkan permahaman dan penerapan nilad agama dan adat istdadat
dalum mencegah dan menanggulangi penvebaran wahah di linglkungan
tempar tinggal:

b, memperkuat pringip persaudaranan dalam sulou, Aagama dan komunitas
lernpat finggal berdasarkan musyawarah mufalkat;

¢.  meningkarkan solidaritas sesial dan semangat kegotong-rovongan dengan
melibatkan kepemimpinan tokoh adat dan lokoeh masyarakat:

d.  mweningkatkan ketahanom keluarga dan lingkungan dalam pencegahan
dan penangmilangan penveharan wabah;

¢ mempromosikan  perilaku hidup bersih, schat dan produkil  dalam
penyelenggaraan  Adaptasi Kebiasaan Baru  dalom Pencepahan dan
Penpgendalian COVIL-19;

. membentuk kelompok masvarakat lanpguh dan sadar pencepahan dan
pengendalian COVID-19 di leelurahan:

#. mencegah stigma dan diskriminasi lerhodap orang yvang werkonfirmasi
positif wahah COVID-1%9;

b ikut serta mencegah penyebaran berila bohong/hoaks dalam pencesahan
dan pengendalian COVID-19;

. memfasilitasi  penvelenggaraan jenassh yvang  terindikasi  dan/atau
lerkonfirmasi positif wabah COVID 19

3 mendorong wargd vang berpotensi menyebarlkan wahah COVID-19 untule
memeriksakan divi ke fasilitas pelayanan keschutan; dan/atay

k. mengawasi dan menghimbau penerapan prolokol keschatan.
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Pazal B4

Palam mendorong peran serig masyarakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83

Permerintah Dacrah :

4. menyampaikan  informasi  tentang  penyelenggaraan Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 kepada masvarakat melalui media TS5

b, memberikan  dukungan  penguatan kapasitas terhadap  organisasi
kemasyvarakatan  agar  dapat  berpartsipasi | osecara  efelktif  dalam
penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalisn COVIT-19:

c. mclibatleon tokoh masyvarakat dalam pelaksanosan sosialisasi, penvuluhan dan
penyebarluasan informasi pencegaban dan pengendalian COVID-19;

d.  memfasilitasi  pembentukan kelompok masvarakal langguh dan sadar
pencegahan dan pengendalian COVID-19 di kelurahan; dan falau

e, memfasilitasi sarand dan prasarana dalan mendukiung  sosislisasi dan
penyuluhan  pencegahan  dan pengendalinn COVID-19  oleh  kelompok
masyarakar.

Pasal 85

Dualam  pelaksanaan peran scrta masvarakal, Walikota dapal memfusilitasi
pembenruloan |

d. lkelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian
wabah COVITH S dan/fatau

b, kelurahan rangguh dan sadar pencegahan dan pengendalisn COVID-19,

BAR V1
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Faszal B6

(1] Pemeriniah Daersh melaloi perangkat daerah terkait melakukan pengawasan
dan  evaluasi  terhadop  pelaksanasn Adaptasi  Kebiasasn Baru  dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVIT-19,

2] Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
dalam beniuk :

4.  melakuksn pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah ini:
b, melakukan peneegahan dan Klarilkas berita bohong /hoaks;
¢, melalkuksn evaluasi secara berkdla; don
rl

menvedialkun sarana pengaduan masyarakst.

Pasal 87

(1] Pengawasan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2] hurul a
dilakukan unruk menjamin sinergi dan efekiivilas upaya terpadu pelaksanaan
penyelenggaraan Adaplasi Kebiasaan  Daru dalam Pencegahan  duan
Pengendalian COVIT-19, vang meliputi
4. pengawasan sccar berkala paling sedikir 1 (sani) kali dalam 1 [satu)

bulan; dan

I, pengawasan sesual kebutuhan.
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(2]

=

(3

4}

Pencegahin  dan klarilikasi berita bohong/hoaks sebagaimena  dimalksud
dalam Pasal 86 avat [2] hurut b dilakukun melalui ¢

a.  klarifilasi berita bohong hoaks olch Pemeriniah Dacrah;

b.  keoordinasi dengan aparal pencgak hulum dan/atac penvedia laman:
flar / dtau

¢.  edukas masyarakat agar tidak mempereayai berita bohong/ hoalks,

Evaluasi secarn berkala sebapaimana dimaksud dalam Pasal 86 avat {2
humil ¢ dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi aniar perangkat daerah,

Peneriinaan pengaduan masvardlaat schagnimana dimaksud dalam Pasal 26
aval (2] horut o dilakukean melalud -

. pengaduan langsuong; duan/qtag
B, pengaduan tidak  langsung melalni sural  atau media  pengaduan
masyaralat yvang dimilili oleh Peomerintah Daergh,

Pengaduan  masyarakal scbagaimana  dimaksud pada  avat (4] wajib
ditindaklajurti oleh peranglaat dacrah terkair,

Pasal 88
Perangkat  dacrah  terkail  menindaklanjuti penpaduan masvaralot
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayar (4] dan avat 3] mengenai

pelanggaran  profokol  kesehatan  dalum  pencegahan dan  pengendalian
COVID-19.

Tindak lanjut pengaduan terhadap pelangearan protokol keschatan dalam

pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

dilakukan dalam bentuk klarilikasi, verifileasi, atay investigasi dulam hal

4.  pengadoan disertai dengan identilas pengadu vang jelas; dan

b.  pengadu memberi bukti adanya pelangraran protokol keschatan dalam
pencegahan dan pengendalion COVITI- 19,

lcrangkat daerah  tlerkail dualam melalulan klarifkasi, verifilkasi, arao
investigasi  dapar melibalkan  Satpol P odan perangkal  dacrsh yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang, pengawasan.

l'vrangkat daerah  lerkail melaporkan  hasil  Klarilikasi, wverifilasi  atan
investigasi kepada Walilkota,

Walilkota melalui Satpol PP Kola Metro melakulean tindakan penegakan huloom
schagai tindak lanjut dari pengadusn masyarakal mengenai pelanggaran
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VII
KOORDINASI DAN KER.JASAMA PENEGAKAN HUKUM
Pasal 89

Satpol 1 melakukan penegakan hukum rerhadap pelalsanaan Adaptasi
Reliasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
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1]

3]

(4]

¥

2]

Dalan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada aval [1], Satpnl PP

A, melalukan koordinasi dan kerjasama dalam hal pelunggaran hukum
dilakikan olch perorangan atau penanggung jawab legintan jusaha yang
berada di dacrah; dan/atau

b melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Bepublik Indoencsia,
Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terleait linnva,

koordinasl dan kerjasama dalam pencgalan hukum sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dapat dilakukan dalam bentule lisan dan tertulis.

Koordinasi dan kerjasama sebagaimona dimaksud pads avat 3] dapal
dilakukan schelum dan fatau selelah penegakan huloum.

Kogrdinasi  dan  kerjasama yung  dilakukan  selelah penegakan  hukum
sehagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan paling lama 1 x 24 jam [sar
kali dua puluh empat jam).

Pasal 90

Nalam pelaksanaan penegakan huloum, Pemerintah Daerah dapat membentu bk
lim wrpadu penegalan hukum prolokol kesehatan dalam pencepshan dan
pengendalian OOVITI- 19,

Tim tlerpadu penegakan hukum sebagainuana dimaksud pada ayat [1]  terdird
dari :

A, Satpol 11 Kota Metro:

. Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kota WMelro;
. unsur Kepolisian:

d.  unsur Tentara Nasional Tndonesia; duan

€. peranpkat dacrah terloait,

Tala cara pclaksanaan tugas dan penctapan Tim terpadu sebapsimana
dimnalkesud pada avar [2) ditelapkan dengan kKeputusan Walikova,

BAE VIII
PENDANAAN
Pasal 91

Pendanuan penyclenggaraan Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahsn dan
Pengendalian COVID 19, hersumher dan ;

E R
T.

(1]

Anpgaran 'endapatan dan Belanja Daerah; dan
sumber lun sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangarn.

BARE IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 92

Selain - Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesin, PPNS  di  lingkungan
Pemeriniah Dacrah diberi wewenang untuk melakukan penvidikan tindak
pidana sebapgaimang diatur dalam Peraturan Daerah ind.
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(<]

(3]

14

L1

2]

13

Dmtam melakukan tugas penyidilean, NS di lingkungan Pemerintah Dacrah

schagaimana dimalosud ayar (1) boerwenang :

a. menerima laporan atau penpgaduan daci seseocang lenlang adanya lindak
pidanag

b. melakukian Undakon pertams pada sasl ito di tempat ejadian dan
melakukan pemeriksaan;

¢, menvurith berhenli seseorang lersangka dan memeriksa landa pengensal
firi tersangka;

d.  melakukan penyitaaan henda atan sueat;
a, mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

5 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebapal tersangla atau
s&AKSI;

g. mendartangkan orang, atau ahli vang diperlukan dalam hubungannyva
dengan pemeriksaan perloara;

h. mengadakan penghentian penvidikan setelabh mendapat petunjuk dari
penvidilk utama, bahwa lidak terdapal cukup bukll alau peristiwa
tersehur bukan meripakan tindak pidana dan selanjuinva melalud
penyidik umum memberitabukan hal tersebatl kepada penuniul urnum,
tersanglka atau keluarganya, dan

i mengadakan tindakan lain menirit hukum VHTIE dapal
dipertanggungjawahkan,

FPN= di lngkungsn Pemerintah Docrah seboagaimana dimalksud avat (2
membuat berith acara setiap rindakan tentang :

i, pomeriksaan tersangka;

b. pemasulkan romah:
c. penyvitaan bonda;
., pemeriesann surat;

g, pemerilksaan saksi; dan
[ pemceriksasan di tempat kejadian.

PPNS Sipil dalam melalksanakan wewenang sehagaimana dimaksud pada aval
(1) Berkoordinss dengan Penyidile OLIIL

BAE X
HETENTUAN PIDANA
Pasal 93

Seliap orang yvang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 10 gyat {1) huruf ¢ angles 2 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 {dua] hari atau denda paling banyvale Kp. 2500000 00
[tlusn ratus Hma puluh ribi mpiah),

Timdak pidana schagaimana dimaksud pada aval (1) hanva dapat dikenslsan
apabila sanksi administratif yang welah dijatubkan tidalk dipatuhi atau
pelanggaran dilakitkan lebih dari sato leali

Tindak pidana sebagaimana dimuksud pada avat (1] adalah pelanggaran,
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Pasal 94

{1]  Setiap  penanggung  jawab kegialon/usaha wvang  melknggar kewajiban
penerapan perilaku disiphn protokol  kesehuatan dalam melaksanaloan
kegiatan fusaha dan akrivitas lainnya, schagaimang dimalesud dalam Pasal 11
hurul b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sany) bulan atau
denda paling banyak Rp. 13.000.000,00 (lima belas jula rupiahj.

(2] Tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayat 1] hanva dapat dikenakan
apabila sankusi administratil vang telah dijatubkan lidak dipatubi alau
pelangearan dilakukan lebilb dad satu kali,

(3] Tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayvat |1} adalah pelangsaran.

BAE XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

Peraturan Ldacrah ini berlaku secars mutatis nutandis lerhadap penangsulaneggan
witbahh penwaldt yang pola pencegahan dan pengendalisnnyva  sama flengan
pencegahan dan pengendalian COVID- 14O

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pazal 96

Perdluran pelaksanaan dari Peraturan Dacrah ini hams ditetapkan paling lama 1
fgalu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ind diundangkan,

Pasal 97
Peraturan Daerah ind mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar  sctiup orang mengelahuinys, memerintahkan  pengundangan Pensturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kola Metro.

Litetapkan di Meirg
Pada tanggal 14 Apr 2021

WAL A METRO
r, ‘-.-*-'"'"’Jy/
et
WaHDI

Diundangkan di Motro
Pada tanggal WA April 202

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

&

BANGKIT HARYO UTOMOD

NOMOE REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MET R, PROVINGD LAKPUNC, (027 1735, M) 203 1
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ADAPTASI KEBIABAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN FENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 20119

I. UMUM

FPada phnsipnya kesehatan merupakan halk asasi manusia dan salah saiu
unsur kescjahteraan yang harus diwujudkan sesual dengan cita-cita bangsa
Indonesia  schagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik  indonesia Tahun 1943, Qich  karena ity
Pemerintah  harus melakukan berbagal upava untuk  meningkatkon  derajat
keschatan masyarakal, Pada saat ini COVID- 19 telah dinyataksn oleh World Health
Organization (WHO} sebagal pandemi dan Indonesia lelah menvarakannys sebupai
hencany non alam berupa wabah penyakit, maka upayva pengendalinn pandemi
COVID-19 merupakan anggung jawab negara dalam rangks melindung dan
merjamin pomenuhan hak  muasvarakat  atas kesehalan vang kemudian
dilaksanukan olch pemerintah balk pemerintabh pusat maupun dacrah, Tangsung
Jawab bersama Pemerintah Pusat doan Pemerintah Daerah ind schagai bentuk
perlindungan terhiadap kesehalan masgyarakat darl penyvakil dan/atao faktor risike
keschatan masvarakal vang berpotensi menimbulkan  kedasruratan kesehartan
rasyarakat,

Dalam rangka menjamin kescjahterasm masyarakal juga diperlukan adanya
sinergl  antara pemenuhan  kesehatun  dan keselamatan  masyarakat  dengan
keberlingsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masvaralet di deaerah
dalam  bentuk Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan duan Pengendalian
COVID 19 Pelaksanaan Adaprasi kebiasaan Tam di Kola Metro memerlukan
keterlibatan akiil masvaralat dengan memperhatikan nild-nilai kearifan lokal
masvarakat dan okoh masvarakat. Upava vang lerpadu dalam peninglearan
kesadaran masyvarakal, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan cloonomi di
dierah perlu diamr dengan peraturan dacrah schingga secara optimasl dapat
mencipralan sinergiltas antara pemenuhan kesehatan masyarakal dengan kegiatan
sosial udayva dan perekonomian masyarakat di Kota Melmo.

Lpaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 vang dibakulkan
dalam bentuk peraluran dacrah sangat dibutubkan dalan rangka memberikan
leepastinn hukum dalam  penyelengearaan Adaprasi Kebiasaan Baru o dalam
Peneegahan dan Pengendalian COVID-19 di Keta Melro. Dakun penvusunan
peraturan  daerah  ini, pemerintah dacrah memiliki hak  dan kewenangan
berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Unduang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabhun 1945, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang lemerintahan
Nacrah, Undang- Undang mengenad Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang
mengenai Penanggillangan Benceana, Kesehatan dan Undang-Undang mengenai
mengenal kekarantinaan Keschatan.
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Pemerinlah Dacrah mempunyal kewenangan untule membentuk Peraturan
Daerah dalwn ranglka menyelenggaralean otonomi dserah dengan mengakomaodic
kondisi khas dagrah, Dalam hal ini maka pembentukan peraluran dacrah tenlang
Adaptasi Kebiasaan TDaru  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-10
meripiakan regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukoam
Irelaksanaan Pencegahan dan Pengendalisn COVID 19 di Kora Melro,

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Culoip jelas.
Pasal 2
lHurut a
Yang dimaksud dengan asas “perikemanusivon® adalah bahwa
penyelenggaraan Adaplasi kebinsaan Barl dalam Pencegahan dan
Pengendaliun COVIT-19 harus dilandasi atas pelindungan dan
penghonnatan pada nilad- nilai kemanusiaan yang heradah dan
univers:al.
Ml b
Yang dimaksud  dengan  asas *manfasl”  adalah bahwa
penivelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVITI- 19 harus memberikan manfast yang sebessar-
Desarnyd bagl pelindungan kepentingan masvarakat dakan rangks,
peninglatan derajal kesehatan masyarakal,
Iharuf ¢

Yang dimaksud dengan  asas  C“keadilan®  adalah babwa
penyelenggaraan Adaplasi Kebiasaan Rar dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 harus mampu memberikin pelayanan
vang adil dan merata kepada sctiap orang,

TTarul o
Yang dimaksud dengan asas “perlindungan® adalah  bahwa
penyelenggaraan Adaplasi Kebiasaan Baru dalam Peneegahan dan
Pengendalian COVID-19 harus mampu  melindungi  seluruh
masyarakal darl penyakit dan faklor risilo  lkesehatan  yang
berpotenst menimbulkan kedaruratan kesehuatan masyarakal.

Hurul ¢
Yang dimaksud dengan asas "kepasiian hukoem” adatah bahwa
pengaturan  Adaplasi hebiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19  ditujukan agar tatanan harmg  dalam
leehidupan masvarakar Kota Metro dapat dijalankan secars jeliis,
tetap dan konsisten,

Hurul I
Yang dimalsad  dengan asas “kererpaduan”™ adalah  bahwa
penyelenggaraan Aduplasi Kebinsaan TRaru dalam Pencegahan dan
Pengendalian - COVID-LS  bahwa  dilakukuan  sceara  terpadu
rnelibatlcan lintas sekior,

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum® adalah  bahwa
dilam  penvelengparasn  Adaptasi hebinsaan Bary dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu adanya kesadaran
fdan kepatuhan hukum dari masvarakat,
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Pasal

Pasul

sl

Pasal

Pasal

Huruf b
vang dimsaksud dengan asas “partisipasi masyarakat” adalah
bahwa  Adaptasi  Kebiasaan Daru dalam Pencegahan dan
Pengendalion COVID-19 menjamin keterlibalian masvarakal dalum
penvelenggaraannyva,

Flhamaf i
Yang dimaksud dengan asas  “keterbulesan®  adalah babws
pencegahan dan pengendalian COVID-12 bersifat transparan dan
terbuka  sehingga  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai
kesemmpatan yang luas untuk herpartisipasi dalam pencegahan
tlan pengendalian COVID-19.

3

Cukup jelas.

i].

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Kedaruralan  Keschatan  Wagyarakat”
adalah kejadisn kesehatan masvaralost vang hersifal luar biass
dengan dilandal penyebaran penyvakil menular dan/atau kejadian
vang disebabkan  oleh  radiasi ouklit, pencemaran  biologi,
kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yvang menimbullan
nahaya kesehatun dan berporensi menyebar lintas wilayvah alau
HIEas negary,

Huruf b
Culkup jelas.

Hurt e
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

a
Culmp jelas,

§)
Cukup jelas.

i
It a
Culiup julas.

Hurul b
Culeup jelas.

[Turuf ¢
Cukup jetas,

[Turut d
Yang dimakswd dengsn “disinfeksi lerhadap bamang dan/ atan
sarung  transportasit  adalsh tindakan yang  dilakukan unrok
mengendalikan atay membasmi bibit penvakil pada dinding atau
permukasn barang atay sarana runsporfasi, SeCArd PeIEparin
ngsung dengan bahan kimia atau bahan fisikea,
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Yung dimaksud dengan "delkontaminasi terhadap Darang dang
atan sarana rransportast” adalah tindakan vang dilakulen untuk
menghilangkan bibit penvaldt atau bahan beracun satau zat pada
hewan, di dalam alau pada produl untuk konsumsi atau pada
henda mall lainnya, tormasuk sarana Lransportasi vang dapat
menimbulkan nsiko bagi kesehatan masvaraloat,

Yang «dimaksud dengan “disinfeksi terhadap bamang dan/ atau
sarana  lransportasi' adalah rindakan  vang dilakukan untuk
mengendalikan  dalau membunuh veklor  scrangea vang
menyebabkan  penyakit pada manusia, vang terdapat dalam
bagasi, kargo, petl kemas, sarana transportasi, barang-barang,
dan pakel pos,

Yang dimaksud dengan “deratisasi lerhadap banmg dan/ atan
sarana  transportast’  adalah  tindakan  vang diamhbil untuk
mengendalikan  atau membasmi veklor-vektor rodent penvakit
vang lerdapat di dalam bhagasi, kargo, petl kemas, sarana
transportasi, fasihlas-fasilitas, barang- barang, dan palict pos.

Iuarut ¢

vYang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi® adalah pemberian
vaksin vang khusus diberilean dalam rangka menimbulkan aran
reningkatkan leckebalin seseorang secara alstif terhadap suai
penyakil, schingga apabila suatu saat terpajan dengan penyalir
tersehud lidak akan sakit atav hanya mengalami sakil ringan.

Yang dimaksud dengan “pemberian profilaksis® adalah suatu
tidakan medis pemberian obat tertentu unluk  memboerlkan
pelindungan tlerhaduap peoyalkit menular tertenty dalatn janglos
waktu tercenlu,

Vang dimaksud dengan "rujukan” adalah rujukan ke fasilitas
pelavanan kesehatun untuk mendapatkan pemeriksasn keschatan
lanjutan dan/alau perawatan/ pengobatan.

Yang dimaksud  dengan Cdisinfeksi o terhadap orang”  adalah
tindakan yang dilakakan untuk mengendalikan atau membasimi
bihit penwvakil pads prinukaan tubuh manusia secara DU AT
langsung dengan bahan ldmia atan haban Fisika,

Yang dimaksud dengan “dekontaminasi lerhadap orang” adalah
tindakan wang dilakulkan untulk menghilangkan hihbit penyakit,
nahan beracun atau zal pada permulaan badan manusia.

Hurui't

Pasal 8

Cukup jelas.

Avar (1)

Cukup jelas.

Aval (&)

Pasal 9

Cukup jelas

Cukup jelas,
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Pasal 10
Aval [l

Hurul a

YVang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih schat® adalah
sermnla perilaku kesehatan vang dilakulean karena lesadaran
pribadi sehingea keluarga dan selurab anggotanya mampi
menolong diri sendiri pada hidang kesehatan serta memilila
peran aklil dalamm aklivitas masyarakal, Contohnva antara
lain meneraplaan etika batak, menghindar penggunaan alat
pribadi secara bersama, dan lain-lain sehagainya.

Hurul b

Yang dimaksud dengan “meniaga dava tahan mbuhb®
disn ldaranya menghindar  siress, mengonsims makanan
borserat dan menpandung  anlioksidan  serta kaya akan
vitamin dan mineral, olahraga teraiur, tidur cukup, menjaga
ke bersihan makanan dan lain-lain sebagainva.

Hurufl ¢

Anglea |
Yung dimaksud dengan Spencuct angan  lainnya”
danlara lain penyvaniltasi tangan [Fueaned sorlizer]

Angloy 2
Cultup jelas.

Angha 3

Yang dimaksud dengan  fmenjaga jarak (phagsiond
distancing” adalah kegiatan menjaga jarak aman dan
disiplin uniuk melaksanaloannva, Menjaes jarak aman
yakni menjaga jarak fsik minimal | meter dengan
orang lain, uniuk menghindar tubuh terlkkena percikan
droplet  dari batuk  atiu bersin vang  mungkin
Lerleon Laminasi,

Angla 4
Cukup jelas,

Hurufl d

Avart (2]

Yany, dirndkesod dengan “karanting mandin” adabash oproses
mengurang risileo penularan den idenffiless ding COVID-149
melalui upaya memisahkan individo yang schat atan belum
mermlilel pejala COVID-19 wtapl memniliki rwayat kontak
dergan pasien konfirmast COVID-19 atan memilikl rivwavat
bepergian ke wilavah vang sudah terjadi transmisi ool
Karanting mandiri bisa dilakulsan di rumah atao di tempat
laun vane disediakan sebagad lemnpal ltaranbnag.

Yung dimalksud dengoan “lselasi mandic®  adalah proses
mengurang risiko penularan melalol upays memisahlan
ndividy  yang  sakil  balk  wvang o sudah dikonfirmasi
laboratorium  atau memilikl  gejala COVID-19  dengan
masyarakar Tuas, Hal oini dilakukan  untuk  mencegah
penvebharan infelosl atau kontamdoasi, dilakukan i rgmgh
atan tempat lain vang discdialean sebagai tempat isolasi
mandin.

Cukup jelas.
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Mvat (3
Huruf a
Angha 1
Culoup Jelas,
Anghka 2
Culoup jelas.
Anghka 3
Culsun jelas,
Angka 4
Cukup jelas,
Angla 5
Yang dimakswd dengan “daya pulksa polisional® adalah
tindakan  nvata  darl Pemerinlah TDaerah unluk
mengalchin dari suarm keadaan baik vang dilarang oleh
ketentian peraliran perundang-undangan atau
tindakan melakukan  sesuafu vang  seharisonya
ditinggallem olch orang perorangan atan badan usaha
karena hoerteniangan peraturan  perihdang-
undangan, dengan anlara lain melibatkan
Kepolisian  Republik Tndonesin
horwenang.
Huruf 1y
Cukup Jelas
Aval {4
Culup jolas.
Aval 3]
Cukup jelas.
Aval 1B
Culzup jelas,
Awvat (7
Cukup jelas,
Avdl (8]
Cukup jelas.
Avat [9)
Culoup jelas.
Aval (10
Clulsup jelas,
Aval (11]
Cukup jelas
Avat {12!
Cukup jelas
Aval [1.3)

cukup jelas
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Aval (14
Cukup jclas.

Avat [15)
Cukup jelas.

Pasal 11
Yung dirnaksud dengan "penanggling jawan kegiatan/ usaha® antara lain
pemilik tempatl kerja, pemilik tempat usaha, pengelola lempat hihuran,
pengelola kafe, pengelols restoran, pemilik toko, pengelola pasar rnoder,
prengelols pasar ralkat, dan lain sebagainya,

Fasal 12
Culoup jelas.

Pasal 13
Culiup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Fasal 15
Culzup jelas,

Pasal L&
Cukup jelas.

Pasal 17
Culoup jelas.

Iisal 18
Cubzup jelas.

FPasal 114
Cukup jelas.

Pasal 20
Cualup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Fasal 23
Chukoup jelas.

Pasal 24
Ctkaap jelas,
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Pagal 25
Aval [1]
Huruf &
Yang dimaksud dengan  fpembelajaran jarak  juub  dalam
jarngan® adalah lingkungan belajar vang diadakan mnpa ldalap
muka secara langsung antara guru dengan  pescrta didik,
Dimana guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital vang
bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internct yang bisa
diakses kapan saje dan dimanag soja.

Huruf b
Yung dimaksud dengan “pembelajaran talap nuaka® merupalion
tHndakan vang dirancang unluk mendukung proscs  belajar
peserta didik secara langsung. Keglatan latap muka merupaloan
kegiatun pembelajaran yang berupd proses interaksi langsung
antara peserla didik dengan guru dengan lelap memperhatikcan
polaksunaan protokol kesehatoan,

1uaruf ¢
Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan®
adalah bentuk pembelajaran mandind lanpa latap muka langsung
vang dilaksanakan dengan memanfaalkan media televisi, radio,
modul belayjar rnandiel dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar
cetak, alal peraga dan media belajar di lingkungan sekitar.
Metode ini dapat dilaksanalon  dengan menerapkan  model
pembelajuan penvelesaion masalkah atau penugasan mandiri.
Huruf d
Culsup jelas.
luruf ¢
Cubkup jelas.
Awat [2]
Culzup jelas.
Avat (3]
Cukup jelas,
Ayart |4
Culup jelas.
Avat (5)
Culkup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Fazal 28
Cubup jelas,

Pagal 29
Culup jelas.

IMasal 30
Culoup jelas.
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Faszal 11
Cukup jelas.

Pasal 32
Culoup jolas.

Piasal 33
Culoup jelias.

Pusal 34
Culeup jelas.

Masal 35
Cukup jelas.

*asal 36
Culkup jelas.

nsal 37
Cukup jelas.

Fasal 38
Cukup jelas.

P'asal 349
Culup jelas.

’'asal 410
Culkup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

amal 12
Cukaap jelas,

Fasal 45
Cukaap jelas,

Pasal 44
Cukaip jelas,

FPasal 45
Cukap jelas,

Frasal 4
Culkoap jelas.

Pasal 47
Culiup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
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Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal ol

Culiup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Mpsal 59

Cukup jelas.

mpsal 55

Culkup jelas.

'asal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Paamal 53

Yung dimaksud dengan “kasus Suspect adalah kasus orang dengan
mleksi saluran pernafasan akuf dan pada 14 {crapal belas| hari terakhir
sebelum timbul zejala memiliki rwavat pegalansn atan ungeal di negara
dlae wilavah Indonesia vang melaporkan fransmist lokal orang dengan
salub malu gejiala Aands infelesi saluran pernafasuan akul dan pada 14
jempat belas) hari terakhir schelum timbul pejala memiliki riwayat konralk
dengan  kasus  konfirmasi/probable COVID 19/orang dengan inleksi
saluran pernafasan akut herat/pnoumoenia beral wang membutghkan
perawntan di rumah sakit dan tidak ada penvebab lain berdasarkan
gambaran khinis vang mevakinkan,

Yang dimaksud dengan “kasus Probable” adalab kasus suspect dengan
infelsi saluran pernalasan akur herat/nuweninggal drengan gambaran
klinis wvang mevakinkan COVIT-19 dan helum ada hasil pemerilisaan
Liboratordum  Feverse Trunscriptase  Polymerase Chain Beaction [BT-
PPCR)f Tes cepal molekuler [TUM].

Yang dimmaksud dengan “kontak erat™ adalah orang perorang bails dengan
oejaly {sroplomotk] maupun tanpa gejala (asimpromatik] yang memilika
riwayal konlak dengan kasus probable atav kasus lonfirmasi COVID-19
antara lain kontak tatap muka/berdekaton denpan kasus proboable auau
kanlirmasi COVIT-19 dalam radins 1 [sato} meter dan dalam janghka
waktu 15 [lina belas| menit atdu lebib, seniuhan Osik langsung dengan
kasus probable alal konlirmasi, orang yvang memberikan perawatan
lampsung terhadoap kasus probable alau konlirmasi tanpa menggunakan
alat pelindung din vang sesual standar dan/artau situast lainnyayang
mengindikasikan adanya kontal berdasarkan penilaian risiko lokal.
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Yang dimaksud dengan “kasus  konfirmasi” Eu:lalnhl SCSCOTATIE, VANE
dinvalakan positif terinfeksi virus COVID-19 yvang dibulkrikan dengan

PRI T SaaAn

lahoratorium  Reperse Transciipfase  Polymerase  Chon

molelouler

Feaction. (RT PCE|/Tes  cepat
{ sTmptornatif) maupun tanpa gejala |asimptomalik].

Pasil 59
Culeup jelas.

Pasal 60
Culzup jelas,

Yagal 61
Cukup jelas.

Pasal /2
Culoup jelas.

asal A3
Culzup jelas,

I154] 62
Culup jelas,

[Masul 63
Cukup jelas.

Pasal G
Cukup jelas.

Pasal 67
Culsup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas,

1"asal 69
Cukup jelas.

Pasal 7
Culiup jelas.

qsal 71
Culiup jelas.

Pasul 72
Cukup jelas,

Poual 73
Cukup jelas,

[tamal 74
Cukup jelas.
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Pasal 75
Cukup jelas,

Pasal 76
Cukup jelas,

Pasal 77
Cukup jelas,

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 749
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas,

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal &2
Asrar [1]
Hurl a
Culoup jelas.

Iuraf b
Culup jolas.

lhuruf ¢
Cukup jelas.

[uruf o
Yang dimaksud dengan “lkelompobk masvanaleat™ adalah kelompols
vang berisl orang-orang yvang  mmemilik | kesadaran unluk
berhimnpun dalinn ranglas mencapal wjuan bersama.,
Huruf e
Cukup jelas.
[Muruf f
Cukup jelas.
Ayar (2]
Culsup jelas,
Ayat (3]
Culup joelas,
Avat (4]
Culsup jolas,

[Pasal 83
Culoap jelas.

sl 54
Cukup jelas,

Pasal 85
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Pasal 55
Cukup jolas.

Pasal B
Culup jelas.

Pasal #7
Cukup jelas.

Pasal B
Cukup jolas,

Pasal B4
Culoup jelas,

Pasal 90
Cukup jolas,

Pazal €1
Cukup jelas,

Pasnl 92
Culiup jelas.

Pazal 93
Cukup jelas.

Pasmal 94
Cukup jelas,

[*asal G5
Cukup jelas.

[Pasa] 96
Cukup jelas,

Fasal 97
Culkoup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ....



